PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, DESENTRALISASI,AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD DENGAN PENGAWASAN 

INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Karanganyar) by MUKAROMAH, ULFIA & Wahyu, Pramesti, S.E,. M.Si, AK
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, DESENTRALISASI, 
AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA 
MANAJERIAL SKPD DENGAN PENGAWASAN 
INTERNAL SEBAGAI VARIABEL 
MODERASI 
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Karanganyar) 
 
SKRIPSI 
 
 
 
Diajukan Kepada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 
 
 
 
Oleh: 
 
ULFIA MUKAROMAH 
NIM. 145. 121. 008 
 
JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
 2018  
  
   
  
  
   
   
  
MOTTO 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
 
(Q.S. Al-Insyirah: 5) 
 
“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan” 
 
(Al-Munajadilah) 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
 
(HR Muslim) 
 
“Dan barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu dan 
memudahkan baginya (dengan ilmu) suatu jalan menuju surga” 
 
(HR Muslim) 
 
“Kegagalan hanya terjadi apabila kita menyerah dengan cepat, yang tanpa 
diimbangi dengan usaha keras” 
 
(Penulis) 
 
 
 
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        Penulis 
  
ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of budget participation, decentralization, 
public accountability on SKPD managerial performance with internal supervision 
as a moderating variable (study in the Karanganyar regional work unit). The 
population in this study were officials who were in the Karanganyar regency 
government. 
 The sample selection uses proportional random sampling and the 
sample uses the Slovin formula which is obtained 68 from 213 respondents. This 
type of research is quantitative research. The analytical tool used is multiple 
linear regression and moderated regression analysis. 
 The results showed that budget participation had a positive effect on 
managerial performance, decentralization had no effect on managerial 
performance, public accountability negatively affected managerial performance. 
Then the results of the moderated regression analysis using internal control 
variables, the results show that internal supervision is able to moderate the 
relationship between budgetary participation on managerial performance and 
internal supervision is also able to moderate the relationship between public 
accountability to managerial performance, but internal supervision is not able to 
moderate the relationship between decentralization of managerial performance. 
 
Keywords: managerial performance, budget participation, decentralization, 
public accountability 
 
 
  
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, 
desentralisasi, akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD dengan 
pengawasan internal sebagai variabel moderasi (studi pada satuan kerja perangkat 
daerah Karanganyar). Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat yang berada di 
pemerintahan kabupaten Karanganyar. 
Pemilihan sampel menggunakan proporsional random sampling dan 
sampel menggunakan rumus slovin yang diperoleh 68 dari 213 responden. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda dan moderated regression analysis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partsipasi anggaran berpengaruh 
positif terhadap kinerja manajerial, desentralisasi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial, akuntabilitas publik berpengaruh negatif terhadap kinerja 
manajerial. Kemudian hasil dari analisis moderated regression analysis dengan 
mengunakan variabel pengawasan internal, hasilnya menunjukan bahwa 
pengawasan internal mampu memoderasi hubungan antara patisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial dan pengawasan internal juga mampu memoderasi 
hubungan antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial, akan tetapi 
pengawasan internal tidak mampu memoderasi hubungan antara desentralisasi 
terhadap kinerja manajerial. 
 
Kata kunci: kinerja manajerial, partisipasi anggaran, desentralisasi, akuntabilitas 
publik 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Organisasi sektor publik di tuntut memiliki kinerja yang baik untuk 
kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah tanggap dengan 
lingkungannya, dengan cara memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan 
berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu struktur organisasi 
pemerintahan. Pemerintah di pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek 
pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, 
hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya (Nengsy, 2017). 
Pelayanan publik yang baik menjadi isu kebijakan strategis karena 
pelayanan publik sangat berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki 
kepercayaan kepada pemerintah. Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik 
masih menjadi masalah utama yaitu belum optimalnya kinerja aparatur 
pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang ditunjukkan 
dengan masih banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang 
diberikan pemerintah daerah selama ini sehingga menimbulkan citra kurang baik 
terhadap pemerintah (Puspitasari dan Bandesa, 2016).  
Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau 
kinerja manajerial, hal ini dikarenakan semakin baiknya kinerja seorang manajer 
akan berpengaruh dengan semakin baiknya kinerja organisasi tersebut. Manajer 
adalah orang yang melakukan dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan 
melalui orang lain (Nugraheni, 2015).  
Manajer akan membuat suatu keputusan, mengalokasikan sumber daya, 
dan mengatur aktivitas orang-orang yang menjadi bawahannya. Kinerja 
manajerial ini membantu organisasi untuk mencapai sebuah kinerja organisasi 
yang baik dengan segala arah dan tindakan yang dilakukan oleh manajer 
(Nugraheni, 2015). 
Kinerja manajerial merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan 
hidup organisasi, khususnya organisasi sektor publik yang mana kinerja 
manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan 
pelayanan masyarakat (Apriyanti, 2017). Penilaian kinerja berguna untuk 
memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, kinerja pemerintah dinilai dari 
bagaimana organisasi tersebut memberikan layanan terbaik dengan 
mendayagunakan sumber daya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat 
yang dilayani (Nuryanti, 2012). 
Para pejabat yang melakukan fungsi perencanaan serta pengendalian 
anggaran adalah manajer dalam satuan kerja perangkat daerah. Manajer 
merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi yang dipimpinnya dan 
kinerja manajerial menunjukkan pencapaian parsonil atau kelompok dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi (Nugraheni, 2015). 
Beberapa faktor yang menyebabkan kinerja pemerintah masih rendah, 
diantaranya sistem pengelolaan keuangan masih lemah, dari proses perencanaan, 
dan Penganggaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan 
APBD, pertanggung jawaban berupa laporan hasil pelaksanaan APBD serta 
pengawasan. Jika proses penganggaran pemerintah daerah selalu terlambat dalam 
pengesahan APBD, akan menyebabkan program dan kegiatan yang tidak dapat 
dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan, sehingga terjadi keterlambatan 
pembangunan daerah (Ernawilis, 2015). 
Kabupaten Karanganyar juga merupakan salah satu contoh pemerintah 
daerah yang memilikikinerja terbaik se-nasional peringkat kedua setelah Sidoarjo. 
Terbukti dengan mendapatkannya piagam penghargaan di acara peringatan hari 
otonomi daerah yang ke XXI di  alun-alun Sidoarjo pada tanggal 25 April 2017 
(www.karanganyarkab.go.id). 
Menurut Bapak Waluya, S.IP, M.Si selaku Kasubag Rapat, menuturkan 
bahwa serapan anggaran tahun 2017 di sejumlah organisasi perangkat daerah 
(OPD) Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih minim. Hal tersebut terungkap 
dalam rapat paripurna tanggal 23 Mei 2018 mengenai pertanggungjawaban APBD 
tahun anggaran 2017 yang digelar di gedung DPRD Karanganyar.  
Terdapat fraksi mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD tahun 2017, dan adanya sorotan tajam seperti rendahnya pendapatan asli 
daerah, penerapan E-Billing yang belum terlaksana, penyerapan anggaran yang 
masih rendah, serta sejumlah proyek yang belum terlaksana hingga pertengahan 
tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena terlambatnya Dana Alokasi Khusus dari 
pusat, keterlambatan ini menyebabkan program dan kegiatan tidak dapat 
dilaksanakan secara optimal, sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang harus disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Penyusunan APBD merupakan suatu proses panjangmelalui beberapa tahapan 
yang dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat kemudian dibahas melalui 
Rapat koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan (Primadana, 
Yuniarta dan Adiputra, 2014). 
Menurut Sari (2016) fakor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi 
kinerja manajerial pemerintah daerah diantaranya yaitu partisipasi anggaran, 
desentralisasi, akutabilitas publik dan sistem pengendali internal. Penganggaran 
partisipatif memiliki hubungan yang sangat erat dengan kinerja pemerintah daerah 
karena kinerja pemerintah daerah dilihat berdasarkan partisipasi aparat pemerintah 
dalam menyusun anggaran (Sari, 2016). Partisipasi anggaran merupakan kegiatan 
yang penting yang melibatkan berbagai pihak yang mempunyai otoritas dalam 
penyusunan anggaran untuk mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai 
alternative serta tujuan anggaran (Wulandari dan Ikhsan, 2016). 
Partisipatif angaran merupakan proses keikut sertaan seseorang dalam 
penyusunan dan memutuskan anggaransecara bersama. Sehingga, sukses tidaknya 
para staff dalam suatu SKPD dalam melaksanakan anggaran merupakan suatu 
refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun kegagalan manajerial SKPD dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya (Primadana,Yuniarta 
dan Adiputra,2014).  
Selain faktor partisipasi anggaran, desentralisasi merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, yaitu pendelegasian wewenang dan 
tanggung jawab kepada manajer. Desentralisasi merupakan pendelegasian 
wewenang dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang lebih rendah untuk 
mengambil kebijakan secara independen (Hidrayadi, 2015). 
Penyerahan kewenangan dalam bentuk desentralisasi mengenai tugas-
tugas pemerintahan, diharapkan aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun. 
Sehingga semakin berkurangnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
kepada pemerintah pusat, kemudian meningkatkan profesionalisme dan kinerja 
aparatur pemerintah di daerah tersebut, yang pada akhirnya keberadaan 
pemerintah daerah akan semakin bermakna dan akan meningkatkan kualitas 
pemberian pelayanan kepada publik (Abdullah, 2007). 
Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap kinerja manajerial yaitu 
akuntabilitas publik, yang merupakan kewajiban pertanggungjawaban 
keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, 
melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Wahyuni, 
Rasuli dan Diyanto, 2014). Melalui akuntabilitas publik dalam peningkatan 
kinerja manajerial, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi 
juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan (Darmawan, 2016). 
Penelitian yang menghubungkan proses partisipasi anggaran terhadap 
kinerja manajerial yang dilakukan Sawitri, Purnamawati dan Herawati (2015); 
Sari (2016); Tarjono dan Nugraha (2015); Rihardjo (2006); Heski, Purwanti dan 
Fidayati (2017); Wulandari dan Sujana (2016); Agusti (2012) menyatakan bahwa 
penganggaran partsipatif berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang 
menyatakan sebaliknya yaitu Apriyanti (2017); Dayanti (2015) hasil penelitiannya 
membuktikan partisipatif anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial 
SKPD. 
Penelitian yang menghubungkan antara desentralisasi terhadap kinerja 
manajerial diantaranya Yazid (2017); Mursidah (2012); Abdullah (2007); 
Ingkriwang (2013);Primadana, Yuniarta dan Adiputra (2014) yang menyatakan 
bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berbeda dengan 
penelitian Solechan dan setiawan (2009), yang menyatakan desentralisasi tidak 
berpengaruh terhadap kinerja. 
Peneliti menghubungkan akuntabilitas publik dengan kinerja manajerial 
yang dilakukan Sari (2016); Asrini (2017); Asrini, Sulindawati dan Sinarwati 
(2014); Ernawilis (2015) menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh 
terhadap kinerja manajerial. Berbeda penelitian yang dilakukan Wahyuni, Rasuli 
dan Diyanto (2014); Heski, Purwanti dan Fidayati (2017); Mulyani (2016) 
menyimpulkan tidak terdapat pengaruh yang antara akuntabilitas publik terhadap 
kinerja manajerial. 
Ketidak konsistenan peneliti-peneliti terdahulu menarik peneliti untuk 
meneliti lebih lanjut dalam rangka memperoleh tambahan bukti empiris atas studi 
analisis trivariat terdahulu. Penelitian ini merujuk pada hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh Tarjono dan Nugraha (2015), perbedaan dalam penelitian ini 
menambah satu variabel bebas yaitu akuntabilitas publik.  
Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka judul penelitian yang diajukan 
adalah: Pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Akuntabilitas Publik 
Terhadap kinerja manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel 
Moderasi (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Karanganyar)”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, 
masalah yang dapat di identifikasi adalah masih terdapat ketidak konsistenan pada 
penelitian terdahulu. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian 
akan memberikan batasan-batasan agar tidak menyimpang dari arah dan sasaran 
penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. 
Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor seperti pertisipasi penganggaran, 
desentralisasi, akuntabilitas publik, dan pengawasan internal yang dianggap 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Studi pada SKPD Kabupaten 
Karanganyar). 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 
SKPD? 
2. Apakah desentralisasi berengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD? 
3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial 
SKPD? 
4. Apakah pengawasan internal memoderasi pengaruh partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial SKPD? 
5. Apakah pengawasan internal memoderasi pengaruh desentralisasi terhadap 
kinerja manajerial SKPD? 
6. Apakah pengawasan internal memoderasi pengaruh akuntabilitas publik 
terhadap kinerja manajerial SKPD? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat, maka adapun tujuan dari 
penelitian ini yaitu: 
1. Menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 
SKPD. 
2. Menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. 
3. Menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial 
SKPD. 
4. Menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial 
SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi. 
5. Menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD 
dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi. 
6. Menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial 
SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi. 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 
kepada beberapa pihak, yaitu: 
1. Kegunaan Secara Teoritik 
a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan wahana latihan pengembangan 
kemampuan dalam bidang penelitian yang diperoleh di bangku kuliah. 
b. Bagi Civitas Akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 
bagi khasanah kepustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Surakarta 
2. Kegunaan Secara Praktis 
Membantu pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya organisasi 
pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan kinerja 
manajerial yang berkenaan dengan desentralisasi, ketika terjadi ketidakpastian 
lingkungan, teknologi informasi, serta budaya organisasi. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
Terlampir 
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi, maka penelitian ini 
disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut: 
  
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika 
penulisan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran umum mengenai 
penelitian ini secara keseluruhan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi mengenai deskripsi konseptual (teori-teori) relevan dengan 
penelitian, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 
hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelieian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 
teknik pengumpulan data, variable penelitian, definisi operasional variable, dan 
teknika nalisis data yang digunakan dalam penelitian. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian, pengujian, hasil analisis 
data dan pembahasannya. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 
keterbatasan atas penulisan serta serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1 KinerjaManajerial SKPD 
Menurut Mahoney, et.al (1963) dalam  Wahyuni (2014) kinerja manajerial 
adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang 
diukur dengan menggunakan indikator:  
1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk 
selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu 
sekarang dan yang akan datang. 
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui 
pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, 
pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran 
hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. 
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi 
dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat 
berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan. 
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana 
yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil 
kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang 
diperlukan. 
5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan 
dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, 
membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan 
menangani keluhan pelaksanaan tugas bawahan. 
6. Pemilihan Staf, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam 
suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan 
mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya. 
7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 
pembelian, penjualan atau kontrak untuk barangbarang dan jasa. 
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan 
kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok 
bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain. 
Kinerja (performance) adalah capaian tingkat pelaksanaan suatu kegiatan, 
program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,  misi dan visi 
organisasi yang ada dalam srategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja 
sering diartikan sebagai prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok 
individu (Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha, 2006: 145).  
Kinerja manajerial merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang 
manajer dalam melaksanakan tugasnya secara kualitas dan kuantitas sesuai 
dengan  tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Ingkiriwang, 2013).Tujuan 
pokok kinerja adalah untuk memotivasi tujuan dalam mencapai sasaran organisasi 
dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 
membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan dengan melalui umpan balik 
kerja (Sumolang, 2015).  
Sehingga, kinerja manajerial merupakan salah satu jawaban berhasil atau 
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan Ayu dan Dahen (2014). 
Keberhasilan seorang manajer diukur dari seberapa baiknya ia dalam mengolah 
apa yang dipercayakan kepadanya atau seberapa rapih, teratur, atau indahnya 
dalam proses memimpin organisasinya, tetapi yang terpenting adalah manajer 
melakukan hal-hal yang benar untuk kepentingan bersama (Sigilipu, 2013).  
Suatu pengukuran kinerja manajerial mutlak diperlukan untuk menilai 
prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya sebab berkaitan dengan 
pertanggungjawaban alokasi anggaran daerah (Afrida, 2013). Penilaian kinerja 
harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga memberikan manfaat bagi 
organisasisecara menyeluruh, dan dengan adanya penilaiaan kinerja dapat 
diketahui kedaan sebenarnya tentang kinerja pegawai sehingga mampu 
memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan 
(Wulandari dan Ikhsan, 2016). 
Pengukuran kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik sangat 
penting baik bagi pihak yang memberi amanah (masyarakat) maupun yang diberi 
amanah.Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai 
kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan tugasnya 
sesui dengan yang diamanahkan atau tidak (Mahsun et al, 2015: 146). 
Sedangkan untuk yang diberi amanah pengukuran dapat digunakan 
sebagai media untuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah dipercayakan 
kepada mereka.Selain itu juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi mereka 
untuk mengetahui seberapa jauh prestasi yang mereka raih (Mahsun et al, 2015: 
146). 
 
2.1.2 Partisipasi Anggaran 
Brownell (1982) dalam Puspaningsih (2002) menjelaskan partisipasi 
merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di 
dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang 
prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian 
tujuan anggaran mereka. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara 
para karyawan dengan atasannya, dan para karyawan melakukan aktivitas yang 
diperlukan mulai dari awal penyusunan anggaran, negoisasi, penetapan anggaran 
akhir dan revisi anggaran yang diperlukan.  
Tiga aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi 
aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Secara 
rinci anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus 
dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara 
untuk mendapatkan dana untuk membiayai program tersebut (Mahsun et al, 2015: 
65). 
Penyusunan anggraan dan pelaksanaan anggaran melibatkan berbagai 
pihak, terdapat dua metode partisipasi yang dapat dilakukan dalam proses 
penyusunan anggaran, yaitu dengan  metode top-down dan bottom up. Metode 
bottom up adalah penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajemen level 
bawah selanjutnya dilanjutkan oleh manjemen tingkat menengah dan disahkan 
oleh manajemen atas. Sedangkan metode top-down adalah metode penyusunan 
anggaran yang hampir seluruhnya dilakukan oleh manajer level atas, sedangkan 
manajemen level bawah hanya malaksanakan anggaran saja (Lestari, 2014). 
Anggaran sektor publik menurut Indra Bastian (2013: 69) adalah rencana 
kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan 
belanja dalam satuan moneter. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 15) 
anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana 
publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik.  
Partisipasi anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer, 
yakni ketika suatu tujuan direncanakan secara partisipatif dan sisetujui, maka 
bawahan akan menginternalisasi tujuan yang ditetapkan dan memiliki tanggung 
jawab secara pribadi untuk mencapinya, karena mereka ikut terlibat dalam 
penyusunan anggaran (Milani, 1975 dalam Hapsari, 2010). Menurut Desy 
Lesmana (2011), indikator partisipasi anggaran yaitu keterlibatan proses, rasa 
puas, kepentingan berpendapat, kesediaan berpendapat, intensitas opini atau ide 
atau masukan. 
Menurut Apriyandi (2011) dalam hal ini partisipasi anggaran mempunyai 
dampak positif dalam organisasi sektor publik yaitu:  
1. Meningkatkan kebersamaan manajemen dalam hal pencapaian tujuan 
anggaran karena anggaran yang ada merupakan anggaran yang ditetapkan 
bersama. 
2. Meningkatkan kinerja karena merasa bertanggungjawab dalam pencapaian 
rencana anggaran yang telah disusun bersama. 
3. Menambah informasi bagi atasan mengenai lingkungan yang dihadapi yang 
diperoleh dari bawahan.  
4. Mengurangi tekanan terhadap bawahan, karena tujuan yang ditetapkan 
merupakan tujuan yang relevan dengan kemampuannya.  
5. Meningkatkan komunikasi yang positif antara bawahan dengan atasan. 
 
2.1.3 Desentralisasi 
Mendelegasikan wewenang dari manajemen tingkat atas kepada 
manajemen tingkat bawah merupakan salah satu cara yang sering digunakan 
dalam pengendalian kegiatan organisasi. Desentralisasi dengan memberikan 
pertanggungjawaban untuk berbagai tugas bagi manajer tingkat bawah merupakan 
mekanisme organisasi yang dapat menjamin bahwa tugas-tugas dapat 
dilaksanakan dan tujuan organisasi akan dapat dicapai (Abdullah, 2007). 
Pertanggungjawaban manajer pusat (unit organisasi)diberikan target yang 
jelas tentang rentang tugasnya dan bertanggung jawab atas segala aspek 
pertanggung jawabannya. Organisasi harus menyerahkan sebagian wewenang 
pengambilan keputusannya kepada manajer yang lebih rendah tingkatannya, 
karenasemakin besar kadar penyerahan ini, semakin besar desentralisasi yang 
terdapat dalam organisasi yang bersangkutan (Abdullah, 2007).  
Manajer tingkat bawah pada umumnya memiliki pengetahuan yang lebih 
rinci dari pada manajer tingkat atas mengenai permasalahan-permasalahan 
(Robbins dan Judge, 2016: 336). Sehingga, dengan memberikan 
pertanggungjawaban kepada manajer tingkat bawah merupakan mekanisme 
organisasi yang dapat menjamin tugas-tugas dapat dilaksanakan dan tujuan 
organisasi akan dapat dicapai (Abdullah, 2007). 
Struktur organisasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja 
pada tingkat organisasi maupun sub-unit, Pengaruh ini terjadi karena dengan 
desentralisasi, penetapan kebijakan dilakukan oleh manajer yang lebih memahami 
kondisi unit yang dipimpinnya sehingga kualitas kebijakan diharapkan menjadi 
lebih baik sehingga kinerja meningkat (Abdullah, 2007). Pelaksanaan 
desentralisasi di Indonesia mengacu pada UU No. 32 tahun 2004, yang telah 
dirubah menjadi UU No. 23 tahun 2010 (Farida dan Etika, 2018).  
Struktur desentralisasi memberikan tanggung jawab yang lebih besar 
kepada para manajer dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian, sehingga 
mereka membutuhkan kewenangan yang lebih besar. Struktur organisasi memiliki 
peranan dalam mempengaruhi kinerja (efisiensi dan efektifitas) pada tingkat 
organisasi maupun tingkat sub unit (Anthony dan Govindarajan, 2004 dalam 
Riharjo 2006). 
Desentralisasi adalah delegasi otoritas pembuatan keputusan dalam 
organisasi dengan memberikan otoritas kepada manajer dalam berbagai tingkat 
operasional untuk membuat keputusan yang terkait dengan bidang 
pertanggungjawabannya (Garrison, Noren dan Brewer, 2006: 11). Alasan 
dibutuhkannya desentralisasi menurut Lubis (2011: 380): 
1. Desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada 
keputusan-keputusan strategi jangka panjang dan bukannya terlibat dalam 
keputusan-keputusan operasi. Hal ini berarti penggunaan yang lebih baik 
atas waktu manajerial yang sangat berharga. 
2. Desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respons 
secara cepat dan efektif terhadap masalah karena mereka yang berada 
paling dekat dengan suatu masalah (manajer lokal) memiliki informasi 
yang paling baik dan oleh sebab itu dapat memberikan respons lebih baik 
terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal. 
3. Sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit 
yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Keputusan-
keputusan yang tersentralisasi mungkin lebih inferior dibandingkan 
dengan keputusan-keputusan yang dibuat secara lokal dalam suatu sistem 
yang terdesentralisasi. 
4. Desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen 
puncak masa depan. 
5. Desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian 
merupakan suatu alat motivasional yang kuat bagi para manajer. 
Pelimpahan wewenang tentunya disertai dengan pelimpahan tanggung 
jawab sehingga tiap-tiap satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan anggaran 
dan pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Dengan adanya 
desentralisasi, tiap-tiap satuan kerja dapat meningkatkan kinerjanya karena 
mereka mengetahui kondisi masyarakat dan dapat menetapkan program-program 
yang tepat sasaran (Miah dan Mia, 1996 dalam Wahyuni, 2014). 
Menurut Tarjono dan Nugraha (2015), agar pengukuran desentralisasi 
semakin baik, terdapat indikator dalam desentralisasi, yang terdiri dari keuangan, 
program dan kegiatan, keterlibatan kegiatan, serta kepegawaian.Desentralisasi ini 
akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajerial SKPD dalam 
menjalankan tugas, serta memberikan kebebasan dalam bertindak. 
 
2.1.4 Akuntabilitas Publik 
Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan meningkatkan 
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak 
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Ernawilis, 2015). Melalui akuntabilitas publik 
dalam peningkatan kinerja manajerial, masyarakat tidak hanya mengetahui 
anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan 
(Darmawan, 2016). 
Sehingga pemerintah daerah berusaha sebaik mungkin dalam 
melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi 
langsung oleh masyarakat (Darmawan, 2016). Menurut Wahyuni, Rasuli dan 
Diyanto (2014) yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada 
siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. 
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal 
dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang lebih tinggi 
misalnya pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, sedangkan 
akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawana kepada masyarakat luas. 
Konteks organisasi publik berarti pemberian informasi atas aktifitas dan kinerja 
pemerintah kepada pihak pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut 
(Mahsun et al,2015:170). 
Menurut Sulistoni (2003: 35) pemerintah yang accountable memiliki ciri-
ciri sebagai berikut: 
1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara 
terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. 
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. 
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 
pembangunan dan pemerintah. 
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 
publik secara proposional 
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui 
pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 
Menurut Mardiasmo (2004: 69), dalam menerapkan suatu sistem 
akuntabilitas agar dapat berfungsi dengan baik perlu diterapkan: 
1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan 
program. 
2. Pola pengukuran tujuan, setelah tujuan dibuat dan hasil dapat 
diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah 
pada pencapaian tujuan dan hasil.  
3. Pengakomodasian sistem intensif, suatu sistem intensif perlu disertakan 
dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem intensif harus diterapkan 
dengan hati-hati, karena adakalanya sistem intensif akan mengakibatkan 
hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan. 
4. Pelaporan dan penggunaan data, suatu sistem akuntabilitas kinerja akan 
dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan 
akan berguna jika dirancang dengan hati-hati, dan berguna bagi pemimpin, 
pembuat keputusan dan program serta masyarakat. 
5. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang di koordinasikan 
untuk mendorong akuntabilitas. 
Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah 
daerah disampaikan oleh Mardiasmo (2009) dalam Wahyuni (2014). Menurutnya 
terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor 
publik, yaitu: 
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.  
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 
jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya 
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumber 
dana publik.  
  
2. Akuntabilitas Proses.  
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, 
sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.  
3. Akuntabilitas Program.  
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan mempertimbangkan alternatif 
program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 
4. Akuntabilitas Kebijakan.  
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, 
baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil 
pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
 
2.1.5 Pengawasan Internal 
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 
penyusunan dan pelaporan APBD, dengan adanya pengawasan disetiap tahapan 
pengelolaan keuangan daerah diharapkan akan memperbesar pengaruhnya 
terhadap kinerja manajerial SKPD (Haryanto, 1990 dalam Tarjono dan Nugraha, 
2015). Pengawasan diperlukan pada setiap tahapan bukan hanya pada tahap 
evaluasi saja (Mardiasmo, 2001 dalam Primadana, Yuniarta dan Adiputra, 2014). 
Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana dan pertanggungjawaban 
APBD, dan pengawasan ini diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah 
terutama dalam penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap 
kinerja manajerial SKPD (Primadana, Yuniarta dan Adiputra, 2014). Tujuan 
utama dari pengawasan internal tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, 
tetapi juga untuk membantu pihak yang diawasi dalam menjalankan tugasnya 
secara lebih baik.  
Fungsi pengawasan internal dalam struktur organisasi pemerintah 
Indonesia dalam arti luas diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral Pembangunan (Halidayati, 2014). 
Agar pengukuran pengawasan internal  semakin baik, terdapat indikator dalam 
pengawasan internal menurut Tarjono dan Nugraha (2015), yang terdiri dari 
meningkatkan pelaksanaan tugas, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, 
efisiensi dana, peningkatan pelayanan masyarakat, cepatnya pengurusan 
kepegawaian. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran, desentralisasi, 
akuntabilitas publik terhadap peningkatan kinerja manajerial dengan pengawasan 
internal sebagai variabel moderasi, telah dilakukan peneliti terdahulu yang dapat 
dilihat dalam tabel sebagai berikut.  
  
Tabel 2.1 
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 
 
No Judul Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran  
1. Pengaruh 
partisipasi 
penyusunan 
anggaran, 
akuntabilitas 
publik, 
desentralisasi, 
dan sistem 
pengendalian 
intern terhadap 
kinerja 
manajerial 
Pemda Kab. 
Kuantan 
Singingi 
Sari (2016), 
metode 
kuanttatif, dan 
sampelnya 
yaitukepala 
atau pemimpin 
SKPD, kepala 
bagian atau 
sub bag 
masing-masing 
SKPD, yang 
berjumlah 87 
responden.  
Partisipasi 
anggaran, 
Akuntabilitas 
publik, 
Desentralisasi, dan 
Sistem 
pengendalian intern 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
manajerial 
pemerintah daerah 
pada SKPD 
Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
Peneliti 
selanjutnya 
dalam mengisi 
kuesioner 
sebaiknya 
responden di 
dampingi 
langsung oleh 
peneliti, 
menambah 
variabel 
independen 
lainnya. 
 
2. Pengaruh 
partisipasi 
anggaran dan 
desentralisasi 
organisasi 
terhadap kinerja 
manajerial 
dengan 
pengawasan 
internal sebagai 
variabel 
pemoderasi 
(Studi Analisis 
pada Pemerintah 
Kabupaten 
Pemalang). 
Tarjono dan 
Nugraha 
(2015), metode 
penelitian 
yaitu 
kuantitatif 
dengan 
kuesioner, 
sampel 
ditentukan 
dengan rumus 
slovin dari 
pejabat yang 
ada di 
pemerintah 
Kabupaten 
Pemalang yang 
berjumlah 559 
orang menjadi 
85 orang. 
Partisipasi 
anggaran, 
Desentralisasi 
organisasi 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja manajerial, 
dan Pengawasan 
internal yang 
memoderasi 
Partisipasi 
anggaran 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kinerja 
manajerial, begitu 
juga yang 
memoderasi 
Desentralisasi. 
Menambah atau 
mengganti salah 
satu variabel 
independen atau 
variabel 
moderasi lain, 
menggunakan 
alat analisis 
selain MRA 
seperti 
Structure 
Equotion Model 
(SEM) atau 
model lain. 
Tabel Berlanjut... 
 
Lanjutan Tabel 2.1 
No Judul Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran  
3. Pengaruh 
partisipasi 
penyusunan 
anggaran, 
kejelasan 
sasaran 
anggaran, 
akuntabilitas 
publik dan 
struktur 
desentralisasi 
terhadap kinerja 
manajerial 
SKPD 
Kabupaten 
Magelang 
Heski, 
Purwanti dan 
Fidayati 
(2017), metode 
kuantitatif 
dengan 
kuesioner, 
sampel 
ditentukan 
dengan 
purposive 
sampling yaitu 
pejabat 
setingkat 
kepala 
bagian/bidang/
sub dinas dan 
kepala sub 
bagian/sub 
bidang/seksi.  
Partisipasi 
penyusunan 
anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran, 
struktur 
desentralisasi 
berpengaruh positif 
dan akuntabilitas 
publik berpengaruh 
negatif terhadap 
kinerja manajerial. 
Menambah dan 
menggunakan 
variabel lain, 
menambah 
sampel yang 
lebih banyak, 
penelitian 
diperluas, tidak 
hanya pada 
Dinas 
melainkan 
SKPD 
Kabupaten 
maupun Kota 
4. Pengaruh 
Akuntabilitas 
Publik, 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran dan 
Partisipasi 
Penyusunan 
Anggaran 
terhadap Kinerja 
SKPD di 
Pemerintah 
Daerah Kota 
Palu 
Asrini (2017), 
metode 
penelitian 
deskriptif 
verifikatif, 
sampel 86 
responden dari 
SKPD di Kota 
Palu. 
Akuntabilitas 
publik berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja SKPD, 
Kejelasan sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja SKPD, 
Partisipasi 
penyusunan 
anggaran 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja SKPD, dan 
ketiga-tiganya 
secara bersama-
sama berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja SKPD. 
Diharapkan 
peneliti 
selanjutnya 
untuk 
menggunakan 
variabel lain 
seperti 
pengawasan, 
struktur 
organisasi, 
komitmen 
organisasi, gaya 
kepemimpinan, 
peraturan-
peraturan 
daerah terhadap 
SKPD di Kota 
Palu. 
Tabel Berlanjut... 
Lanjutan Tabel 2.1 
No Judul Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran  
5. Decentralizatio, 
perceived 
environmental 
uncertainty, 
managerial 
performance 
and 
management 
accounting 
system 
information in 
Egyptian 
hospitals. 
Hammad, 
Jusoh, Ghozali 
(2012), peneliti 
menggunakan 
metode 
kuesioner, 
sampel 
manajer atau 
kepala 
departemen 
dari rumah 
sakit Mesir. 
1.Ada hubungan 
positif antara 
desentralisasi dan 
sejauh mana 
manajer 
menggunakan 
MAS yang 
menyediakan 
cakupan luas, 
tepat waktu, 
agregat, dan 
informasi 
terpadu. 
2.Ada hubungan 
positif antara 
PEU dan sejauh 
mana 
Manajermenggun
akan MAS yang 
menyediakan 
cakupan luas, 
tepat waktu, 
agregat, dan 
informasi 
terpadu. 
3.Ada hubungan 
positif antara 
sejauh mana 
manajer 
menggunakan 
MAS 
yangmenyediaka
n cakupan luas, 
tepat waktu, 
agregat, dan 
informasi terpadu 
dengan kinerja 
manajerial. 
Menggunakan 
variabel lebih 
atau berbeda 
kontestual 
seperti strategi 
bisnis, teknologi 
dan budaya 
organisasi dan 
menggunakan 
instrumen 
pengukuran 
yang berbeda, 
mereplikasi 
penelitian 
serupa di jenis-
jenis industri 
jasa, seperti 
perbankan, 
pendidikan, TI 
dan komunikasi, 
pariwisata, 
meneliti secara 
bersama-sama 
baik penyedia 
dan pengguna 
informasi SAM 
Tabel Berlanjut... 
 
Lanjutan Tabel 2.1 
No Judul Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran  
6. Pengaruh 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran, 
Desentralisasi 
dan 
Akuntabilitas 
Publik terhadap 
Kinerja 
Manajerial pada 
SKPD 
Pemerintahan 
Kota Pekanbaru 
Wahyuni, 
Rasuli, 
Diyanto 
(2014), 
Metode 
penelitian 
kuantitatif, 
sampel yaitu 
120 orang dari 
40 SKPD.  
Kejelasan sasaran 
anggaran dan 
akuntabilitas publik 
tidak berpengaruh 
terhadap kinerja 
manajerial SKPD, 
sedangkan 
desentralisasi 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
manajerial SKPD. 
Memasukkan 
semua variabel-
variabel budget 
goal 
characteristics 
atau menambah 
variabel 
moderating. 
7. Pengaruh 
Partisipasi 
dalam 
Penyusunan 
Anggaran, 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran dan 
Struktur 
Desentralisasi 
terhadap Kinerja 
Manajerial 
SKPD dengan 
Pengawasan 
Internal sebagai 
Variabel 
Pemoderasi 
(Studi pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Badung). 
Primadana, 
Yuniarta, 
Adiputra 
(2014), 
Metode 
kuantitatif, 
sampel 
menggunakan 
purposive 
sampling yaitu 
didapat 15 
dinas, 4 kantor, 
dan 6 
kecamatan. 
Partisipasi dalam 
penyusunan 
anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran, 
struktur 
desentralisasi 
secara parsial dan 
secara simultan 
berpengaruh 
signifikan dan 
positif terhadap 
kinerja manajerial 
SKPD,  
Menambah atau 
mengganti 
variabel dengan 
variabel lain 
seperti 
komitmen 
organisasi, 
motivasi 
ataupun reward. 
Tabel Berlanjut... 
 
 
 
Lanjutan Tabel 2.1 
No Judul Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran  
8. Pengaruh 
Akuntabilitas 
Publik, 
Partisipasi 
Penyusunan 
Anggaran, 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran dan 
Struktur 
Desentralisasi 
terhadap Kinerja 
Manajerial 
Internal sebagai 
Variabel 
Pemoderasi 
Kabupaten 
Kuantan 
Singingi. 
Ernawilis 
(2015), 
Metode 
penelitian 
kuantitatif, 
sampel 84 
orang dari tiap-
tiap unit SKPD 
yaitu sebanyak 
dua orang yang 
terlibat dalam 
penyusunan 
dan 
pelaksanaan 
anggaran 
disetiap SKPD 
yang berposisi 
sebagai kepala 
satuan kerja 
dan kepala 
bidang 
program. 
Akuntabilitas publik, 
partisipasi penyusunan 
anggaran, kejelasan 
sasaran anggaran, 
struktur desentralisasi 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja aparat 
pemerintah daerah, 
kemudian interaksi 
akuntabilitas publik 
dan pengawasan 
internal berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja aparat 
pemerintah daerah, 
interaksi partisipasi 
penyusunan anggaran 
dan pengawasan 
internal berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja aparat 
pemerintah daerah, 
interaksi kejelasan 
sasaran anggaran dan 
pengawasan internal 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja aparat 
pemerintah daerah, 
interaksi struktur 
desentralisasi dan 
pengawasan internal 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja aparat 
pemerintah daerah 
Memilih 
objek yang 
lebih luas 
seperti ruang 
lingkup 
Provinsi, 
menggunaka
n variabel 
lain dan 
sebaiknya 
lebih luas 
cakupan 
satuan 
kerjanya. 
Tabel Berlanjut... 
 
 
Lanjutan Tabel 2.1 
No Judul Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran  
9. Pengaruh 
Desentralisasi, 
Partisipasi 
Anggaran, 
Komitmen 
Organisasi, dan 
Motivasi Kerja 
terhadap Kinerja 
Manajerial 
SKPD Kota 
Pekanbaru. 
Hidrayadi 
(2015), metode 
kuantitatif, 
sampel yaitu 
kepala dinas, 
kepala badan, 
kepala bagian, 
kepala sub 
bagian, kepala 
bidang dan 
sekretaris yang 
berjumlah 78 
orang. 
Desentralisasi, 
Partisipasi 
Anggaran, 
Komitmen 
organisasi dan 
Motivasi kerja 
masing-masing  
berpengaruh 
terhadap kinerja 
manajerial SKPD 
Kota Pekanbaru. 
Melakukan 
penelitian yang 
lebih luas. 
10. Pengaruh 
Akuntabilitas 
Publik, 
Kejelasan 
sasaran 
Anggaran dan 
Sistem 
Pengendalian 
Manajemen 
terhadap Kinerja 
Manajerial 
SKPD di 
Kabupaten 
Klungkung 
Asrini, 
Sulindawati, 
Sinarwati 
(2014), 
Metode 
penelitian 
yaitu 
kuantitatif, 
sampel 60 
orang dari 
kepala/pimpina
n SKPD dan 
satu orang 
kepala sub 
bagian 
keuangan dari 
masing-masing 
SKPD.  
Secara parsial dan 
secara simultan 
akuntabilitas 
publik, kejelasan 
sasaran anggaran 
dan sistem 
pengendalian 
manajemen 
berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap kinerja 
manajerial SKPD. 
Peneliti 
selanjutnya 
menggunakan 
metode lain 
untuk 
mendapatkan 
data yang 
lengkap serta 
memperluas 
wilayah 
penelitian. 
Tabel Berlanjut... 
 
 
 
  
Tabel Lanjutan 2.1 
No Judul Peneliti, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran  
11. Pengaruh 
Akuntabilitas 
Publik, 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran, 
Desentralisasi 
dan Sistem 
Pengendalian 
Intern terhadap 
Kinerja 
Manajerial di 
SKPD 
Kabupaten 
Bengklis. 
Darmawan 
(2016), metode 
survey 
asosiatif, 
sampel yaitu 
pegawai negeri 
sipil yang 
memiliki 
jabatan 
struktural dan 
aparat yang 
memiliki peran 
dalam 
penyusunan 
anggaran pada 
setiap SKPD di 
pemerintah 
Kabupaten 
Bengkalis 
yang tersebar 
di 36 SKPD.  
Akuntabilitas publik, 
kejelasan sasaran 
anggaran, 
desentralisasi, dan 
sistem pengendalian 
intern masing-masing 
berpengaruh terhadap 
kinerja manajerial 
SKPD Kabupaten 
Bengkalis. 
Memperluas 
sampel 
penelitian, 
tidak hanya 
pegawai 
pemerintah 
daerah 
Kabupaten 
Bengkalis, 
akan tetapi 
aparat 
pemerintah 
daerah 
Provinsi 
Riau atau 
daerah 
lainnya. 
Kemudian 
menambahka
n variabel 
lain. 
 
2.3 Kerangka Berfikir 
Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, peneliti 
mengidentifikasi tiga variabel independen yaitu partisipasi anggaran (X1), 
desentralisasi (X2), akuntabilitas publik (X3) yang diperkirakan mempengaruhi 
kinerja manajerial SKPD (Y) dengan variabel moderasi pengawasan internal (Z) 
yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran (X1), desentralisasi 
(X2), akuntabilitas publik (X3) terhadap kinerja manajerial SKPD (Y). 
Partisipasi penyusunan anggaran sangat erat hubungannya dengan kinerja 
pemerintah daerah, karena kinerja pemerintah daerah dilihat berdasarkan 
partisipasi aparat pemerintah dalam menyusun anggaran (Mahoney 1963 dalam 
Sari, 2016). Sedangkan desentralisasi merupakan delegasi wewenang dari 
manajemen atas kepada manajemen bawah, yang digunakan dalam pengendalian 
kegiatan organisasi (Abdullah, 2007).  
Adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan 
pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan, sehingga kinerja 
pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun eksternal, 
dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja 
pemerintah daerah (Asrini, 2017). Pengawasan merupakan tahap integral untuk 
menjamin dari keseluruhan tahap pada penyusunan pelaksanaan, dan pelaporan 
APBD sesuai rencana dan ketentuan peraturan (Haryanto, 1990 dalam Tarjono 
dan Nugraha, 2015). 
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2.4 Perumusan Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
Patisipasi manajer/kepala satuan kerja sebagai bawahan dalam proses 
penganggaran, diperlukan untuk menyelaraskan tujuan organisasi. Dengan adanya 
partisipasi tersebut akan muncul komitmen manajemen pada berbagai jenjang 
untuk mencapai tujuannya (Rihardjo, 2006). 
Pegawai yang ikut dalam partsipasi anggaran akan lebih memahami tujuan 
anggaran, karena kinerja pegawai akan dinilai berdasarkan target yang bisa 
dicapai (Wulandari, 2016). Penelitian yang sebelumnya di lakukan oleh Sawitri, 
Purnamawati dan Herawati (2015) Agusti (2012), partisipasi anggaran 
perpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Atas dasar uraian diatas maka 
hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H1: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD.  
 
2.4.2 Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
Struktur desentralisasi memberikan tanggung jawab yang lebih besar 
kepada para manajer tingkat bawah. desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan 
wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih luas tetapi juga 
pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk 
privatisasi (Mardiasmo, 2002). 
Desentralisasi disebabkan oleh fakta kompleksitas perkembangan 
masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan 
demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.(Prasojo dkk, 2006 dalam 
Agusti, 2012).Penelitian yang sebelumnya di lakukan oleh Sari (2016), Primadana 
(2014), Afrida (2013) desentralisasi perpengaruh positif terhadap kinerja 
manajerial. Atas dasar uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H2: Struktur Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD.  
 
2.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas setiap aktivitas dan 
kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama 
akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstitusi 
lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder) (Ernawilis, 2015).  
Hasil penelitian yang dilakukan Astini, Sulindawati dan Sinarwati (2014), 
menunjukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja 
manajerial SKPD. Atas dasar uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini 
adalah: 
H3: Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 
2.4.4 Pengawasan Internal Memoderasi Pengaruh Partisipasi Anggaran 
tehadap Kinerja Manajerial SKPD.  
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 
penyusunan serta pelaporan APBD dan pengawasan diperlukan pada setiap tahap 
bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001 dalam Primadana, 
Yuniarta dan Adiputra, 2014). Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan 
APBD dan pertanggung jawaban APBD, dengan adanya pengawasan di setiap 
tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan 
keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar 
pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD (Primadana, Yuniarta dan 
Adiputra, 2014). 
Penelitian sebelumnya yang menghubungkan partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial dengan pengawasan internal dilakukan oleh Tarjono 
dan Nugraha (2015) menyatakan pengawasan internal dapat memoderasi 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Atas dasar uraian diatas maka 
hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H4: Pengawasan Internal mampu memoderasi pengaruh Partisipasi Anggaran 
terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 
2.4.5 Pengawasan Internal Memoderasi Pengaruh Desentralisasi tehadap 
Kinerja Manajerial SKPD. 
Hill (1998) dalam Oktaviani (2003) menyatakan bahwa desentralisasi 
mendorong kepeningkatan kinerja di organisasi yang kompleks.Dengan 
lingkungan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, organisasi sektor 
publik dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terkait 
dengan tugasnya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Adanya desentralisasi 
dalam wujud pelimpahan wewenang ini akan meningkatkan kinerja organisasi 
sektor publik.  
Dengan adanya pengawasan internal diharapkan dari seluruh proses 
kegiatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan, tujuan dari organisasi tidak 
menyalahi, tujuan yang telah ditetapkan bersama (Sari, 2016). penelitian 
sebelumnya yang dilakukan Tarjono dan Nugraha (2015), Primadana, Yuniarta 
dan Adiputra (2014)menyatakan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi 
desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Atas dasar uraian diatas 
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H5: Pengawasan Internal mampu memoderasi pengaruh Desentralisasi terhadap 
Kinerja Manajerial SKPD.  
 
2.4.6 Pengawasan Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Publik 
tehadap Kinerja Manajerial SKPD.  
Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor 
publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban pada pertanggungjawaban 
horizontal, bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Sehingga perlu dibuat 
laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor 
publik (Mahsun, 2009: 86).  
Jika kurangnya pengawasan maka pelaksanaan APBD tidak terealisasi 
dengan benar dan pertanggungjjawaban bisa dituntut oleh masyarakat. masyarakat 
dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga 
jalannya pemerintah dapat berlangsung dengan baik. Penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Ernawilis (2015), menyatakan bahwa pengawasan internal dapat 
memoderasi akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Atas 
dasar uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H6: Pengawasan Internal mampu memoderasi pengaruh Akuntabilitas Publik 
terhadap Kinerja Manajerial SKPD. 
 
  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada dinas pemerintah 
Kabupaten Karanganyar, yang beralamat di Komplek perkantoran Cangaan 
pemkab Karanganyar, Jalan Lawu No.385 Karanganyar. Telp (0271) 495039. Fax 
(0271) 495590. Website:www.karanganyarkab.go.id Peneliti membatasi ruang 
lingkup penelitian yaitu dinas pemerintahan di kabupaten karanganyar dengan 
tujuan agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai selesai.  
 
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.Menurut Indriantoro 
dan Supomo (2014: 12) penelitian kuantitatif menekanpan pada pengujian teori-
teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan 
melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
 
3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek 
yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan 
kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013: 61). Populasi dalam penelitian ini 
adalahpejabat yang berada di pemerintah Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Satpol PP, 16 Dinas, dan 5 
Badan. 
 
Tabel 3.1 
Dinas yang terdapat di Kabupaten Karanganyar 
No Nama Dinas Pim
pina
n 
Kab
ag  
Kasu
bbag  
Kab
id 
Kasi  Juml
ah 
1. Sekretariat Daerah 
Kabupaten Karanganyar 
1 9 24   34 
2. Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten 
Karanganyar 
1  3 4 1 9 
3. Dinas Pertanian dan 
Pangan Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 4 1 8 
4. Dinas Kesehatan 
Kabupaten Karanganyar 
1  3 4 1 9 
5. DPU dan Penataan Ruang 
Kabupaten Karanganyar 
1  3 4 1 9 
6. Disdagnakerkop dan UKM 
Kabupaten Karanganyar 
1  3 4 1 9 
7. Disparpora Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 3 1 7 
8. Dishub PKP Kabupaten 
Karanganyar  
1  2 3 1 7 
9. Dinas Sosial Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 2 1 6 
10. Inspektorat Kabupaten 
Karanganyar 
1  3   4 
11. Sekretariat DPRD 
Kabupaten Karanganyar 
1 3 7   11 
Tabel Berlanjut... 
  
Lanjutan Tabel 3.1 
No Nama Dinas Pim
pina
n  
Kab
ag  
Ka-
subba
g  
Kab
id 
Kasi  Juml
ah 
12. BKPSDM Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 3 1 7 
13. Baperlitbang Kabupaten 
Karanganyar 
1  3 4 1 9 
14. Dinas Perikanan dan 
Peternakan Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 2 1 6 
15. DP3APPKB Kabupaten 
Karanganyar 
1  3 4 1 9 
16. Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Karanganyar 
1  3 3 1 8 
17. Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Karanganyar 
1  2 3 1 7 
18.  DPMPTSP Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 3 1 7 
19.  Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 2 1 6 
20. Disdukcapil Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 3 1 7 
21. Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 2 1 6 
22. Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten 
Karanganyar 
1  3 3 1 8 
23. Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Karanganyar 
1  3 6 1 11 
24. Satpol PP Kabupaten 
Karanganyar 
1  2 3 1 7 
25. BPBD Kabupaten 
Karanganyar 
1    1 2 
Sumber : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2018 
 
  
3.3.2 Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pejabat yang berada di 
tingkatan sekretariat daerah pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Jumlah 
sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin (Windasari, 2016), sebagai 
berikut: 
n = 
N
1+ N (a)²
 
Keterangan: 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
a = Taraf nyata 10% 
Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel: 
n = 
213
1+ 213 (0,1)2
 
 = 
213
3,13
 = 68 
Dari hasil perhitungan tersebut, maka diketahui besar sempel yang diperlukan 
adalah sebesar 68 responden. 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel merupakan cara yang diambil atau ditempuh 
seseorang peneliti untuk memperoleh sampel atau populasi. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah proporsional random sampling yaitu pengambilan 
sampel secara berlapis atau bertingkat sesuai jumlah polulasi (Tarjono dan 
Nugraha, 2015) . Maka penyebaran sampel sebagai berikut: 
Tabel 3.2 
Teknik Pengambilan Sampel dengan Proporsional Random Sampling 
SKPD Pejabat Sampel Jumlah Sampel 
Sekretariat Daerah 34 34/213 x 100 15 
Sekretariat DPRD 11 11/213 x 100 5 
Inspektorat  4 4/213 x 100 1 
Satpol PP 7 7/213 x 100 3 
Dinas  120 120/213 x 100 56 
Badan  37 37/213 x 100 17 
Total  213  68 
Sumber: Data 2018 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 
sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2014: 146-147). Data primer dalam 
penelitian ini diperoleh dari jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner 
yang dikumpulkan dari SKPD Pemda Karanganyar.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang di gunakan menggunakan metode survey 
non partisipan, dalam proses pengumpulan data yaitu dengan menggunakan 
kuesioner. Pengambilan data antara lain dengan wawancara, pengamatan atau 
observasi, kuesioner, pengujian, arsip dan dokumen-dokumen (Indrintoro dan 
Supomo, 2014: 152).  
Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner dalam penelitian ini 
menggunakan 5 poin skala likert, variabel yang diukur dengan skala likert 
yaitupartisipasi anggaran, desentralisasi, akuntabilitas publik serta pengawasan 
internal. Alasannya karena penelitian-penelitian sebelumnya juga menggunakan 
skala likert. 
 
3.6 Variabel Penelitian 
Dalam melakukan penelitian tidak lepas dari istilah variabel.Menurut 
Arikunto (2006: 118) variabel adalah suatu objek penelitian atau sesuatu 
yangmenjadi titik perhatian dalam suatu penelitian.Berdasarkan judul penelitian 
yang peneliti kemukakan pada latar belakang masalah, maka variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 
Variabel terikat merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 
oleh variabel inndependen (Indriantoro dan Supomo, 2014: 63).Variabel 
Dependen dalam penelitian ini adalahkinerja manajerial. 
2. Variabel Independen (Variabel Bebas) 
Variabel Independen (Variabel bebas) merupakan tipe variabel yang 
menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 
2014: 63). Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, 
desentralisasi, akuntabilitas publik. 
3. Variabel Moderasi 
Variabel moderasi adalah tipe variabel-variabel yang memperkuat atau 
memperlemah hubungan langsung antara variabel-variabel independen dengan 
variabel-variabel dependen (Indriantoro dan Supomo, 2014: 64). Variabel 
moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengawasan internal. 
3.7 Definisi Operasional Variabel 
Definisi Operasional Variabel adalah definisi yang dilakukan pada sifat-
sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati. Berikut ini definisi operasional dari 
variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini,pengukurannyabeserta 
indikatornya. 
 
Tabel 3.3 
Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Definisi Pengu-
kuran 
Indikator Kue-
sioner 
1. Kinerja 
Manajeri
al 
Merupakan kinerja para 
individu dalam 
melaksanakan kegiatan 
manajerial, yang 
meliputi kegiatan 
perencanaan, 
investigasi, koordinasi, 
evaluasi, pengawasan, 
pengaturan staf, 
negoisasi, dan 
perwakilan (Mahoney, 
1963 dalam Wahyuni, 
2014). 
Skala 
Likert 
1. Perencanaan. 
2. Investigasi. 
3. Koordinasi. 
4. Evaluasi. 
5. Pengawasan. 
6. Pemilihan 
Staff. 
7. Negoisasi. 
8. Perwakilan. 
(Wahyuni, 
2014). 
1.a 
1.b 
1.c 
1.d 
1.e 
1.f 
 
1.g 
1.h 
Tabel Berlanjut... 
  
Lanjutan Tabel 3.3 
No Variabel Definisi Pengu-
kuran 
Indikator Kue-
sioner 
2. Partisipasi 
Anggaran 
Partisipasi 
anggaranmerupaka
n keterlibatan 
bawahan dalam 
proses 
penganggaran, 
yang secara 
langsung memiliki 
pengaruh terhadap 
individu tersebut 
(Melani, 
1975dalam Desy 
Lesmana, 2011). 
Skala 
Likert 
1. Keterlibatan 
proses.  
2. Rasa puas.  
3. Kepentingan 
     berpendapat. 
4. Kesediaan 
     berpendapat. 
5. Intensitas opini 
atau 
     ide atau 
masukan. 
(Desy Lesmana, 
2011). 
2.a 
 
2.b 
2.c 
 
2.d 
 
2.e 
3. Desentrali-
sasi 
Desentralisasi 
adalah penyerahan 
wewenang dari 
pemerintah 
pusatkepada 
pemerintah daerah 
untuk mengurus 
urusan yang ada di 
daerah. Pemerintah 
daerah dalam 
melaksanakan 
tugasnya juga 
melimpahkan 
sebagian 
kewenangannya 
kepada satuan-
satuan kerja 
dibawahnya. 
(Tarjono dan 
Nugraha, 2015) 
Skala 
Likert 
1. Keuangan. 
2. Program dan 
     kegiatan. 
3. Keterlibatan 
     kegiatan. 
4. Kepegawaian. 
(Tarjono dan 
Nugraha, 2015). 
3.a 
3.b 
 
3.c 
 
3.d 
Tabel Berlanjut... 
 
 
  
Lanjutan Tabel 3.3 
No Variabel Definisi Pengu-
kuran 
Indikator Kue-
sioner 
4. Akuntabi-
litas 
Publik 
Akuntablitas publik 
adalah kewajiban 
pihak pemegang 
amanahuntuk 
memberikan 
taggungjawab, 
menyajikan, 
melaporkan, 
mengungkapkan 
segala aktivitas dan 
kegiatan kepada 
pihak pemberi 
amanah yang 
memiliki hak dan 
kewenangan untuk 
meminta 
pertanggungjawaba
n tersebut 
(Mardiasmo, 2002: 
20). 
Skala 
Likert 
1. Akuntabilitas 
     kejujuran dan 
     akuntabilitas 
hukum. 
2. Akuntabilitas 
proses. 
3. Akuntabilitas  
program. 
4. Akuntabilitas  
     kebijakan. 
(Wahyuni, 2014). 
4.a 
 
 
 
4.b 
 
4.c 
 
4.d 
5. Pengawa-
san 
Internal 
Pengawasan 
merupakan tahap 
integral dengan 
keseluruhan tahap 
pada penyusunan 
pelaksanaan, dan 
pelaporan APBD, 
sesuai rencana dan 
ketentuan 
peraturan(Haryanto
, 1990 dalam 
Tarjono dan 
Nugraha, 2015). 
Skala 
Likert 
1. Meningkatkan 
pelaksanaan 
     tugas. 
2. Berkurangnya  
penyalahgunaan 
wewenang. 
3. Efisiensi dana. 
4. Peningkatan  
     pelayanan 
masyarakat. 
5. Cepatnya 
pengurusan  
kepegawaian(Tarjo
no dan Nugraha, 
2015). 
5.a 
 
 
5.b 
 
 
5.c 
5.d 
 
 
5.e 
 
Untuk mendapatkan suatu data primer maka peneliti menggunakan angket 
atau kuisioner yang pengukurannya menggunakan skala likert. Umumnya skala 
likert menggunakan lima angka penilaiaan, akan tetapi angka penilaiaan dalam 
skala likert ini dapat berfariasi dari tiga sampai Sembilan (Indriyanto dan 
Supomo, 2014: 104). Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan 5 poin 
skala Likert dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Sangat Tidak setuju  : 1 
Tidak Setuju   : 2 
Netral    : 3 
Setuju    : 4 
Sangat Setuju   : 5 
 
3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1 Analisis Deskriptif 
Analisis ini berisi mengenai bahasan secara deskriptif terkait tanggapan 
yang diberikan oleh responden terhadap kuesioner. Statistik deskriptif adalah 
statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara apa adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang dapat di generalisasikan. 
 
3.8.2 Uji Instrumen penelitian 
1. Pengujian Validitas 
Menurut Ghozali, Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 
tersebut (Ghozali, 2011: 52). Uji signifikan dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai R hitung R tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam 
hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011: 52). 
2. Pengujian Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016: 47). Uji 
reliabilitas dilakukan terhadap instrumen dengan koefisien cronbach’c alpha lebih 
besar dari 0,60 maka instrumen yang digunakan reliabel (Ghozali, 2016: 48). 
Untuk menguji reliabilitas dilaksanakan dengan bantuan program SPSS. 
 
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam 
penelitian yang tujuannya adalah agar variabel independen sebagai estimator atas 
variabel independen atas variabel independen agar tidak bias (Gujarati, 1995 
dalam Ghozali, 2013: 95). Pengujian ini meliputi Uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. 
1. Uji Normalitas 
Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 
normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 
mendekati normal(Ghozali, 2013: 32). 
Salah satu cara untuk mengetahui kenormalan distribusi data adalah 
dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya adalah 
apabila nilai alpha< 0.05 berarti tidak terdistribusi dengan normal, dan apabila 
nilai alpha > 0.05 maka terdistribusi secara normal(Ghozali, 2013: 32). 
2. Uji Multikolinearitas  
Uji Multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Jika variabel 
independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 
variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011: 105). 
Untuk mendeteksi adanya multikoloniaritas di dalam model regresi adalah 
sebagai berikut: 
a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 
tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang 
tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
b. Multikoloniaritas juga dapat dilihat dari (1) nilai toleransi dan lawannya. 
(2) Variance Inflation Fector (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 
variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen 
lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 
1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 
multikoloniaritas adalah nilai tolerance >0,10 atau sama dengan nilai VIF 
<10 (Ghozali, 2011: 106). 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 
pengamatan di dalam model regresi, danregresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. Penelitian ini akan dilakukan uji glejser dengan cara 
meregresikan nilai absolute dari unstandardized residual sebagai variabel 
dependen dengan variabel bebas, syarat model dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas > 0,05. 
Kemudian juga di uji denganmetode grafik, yaitu melihat pola titik-titik 
grafik regresi. Dasar kriteriannya adalah pengambilan keputusan, yaitu (Priyatno, 
2014: 146): 
a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 
maka terjadi heteroskedastisitas. 
b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.8.4 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 
1. Uji Ketepatan Model 
a. Uji F  
Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel independen atau bebas 
yang akan dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap  variabel dependennya. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan 
tingkat signifikan sebesar 5%. 
Adapun Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah : 
1) Jika nilai F hitung > F table maka H0 ditolak dan menerima Ha, artinnya 
terdapat pengaruh yang simultan antara variabel independen dan variabel 
dependen. 
2) Jika nilai F hitung < F table maka H0 diterima dan ditolak Ha, artinya tidak 
terdapat pengaruh yang simultan antara variabel independen dan variabel 
dependen. 
3) Jika probabilitas  (sig t) > α (0,05) maka H0 diterima, artinya tidak ada 
pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 
dependen, sedangkan jika probabilitas (sig t) < α  (0,05) maka H0  ditolak, 
artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 
variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). 
b. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). 
Apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 berarti indikator yang digunakan 
menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 
Namun penggunaan koefisien determinasi R2 memiliki kelemahan, yaitu 
bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 
Setiap tambahan satu variabel maka R2 meningkat tidak peduli apakah variabel 
dependen atau tidak.Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan nilai 
Adjusted R2 (Sugiyono, 2012: 206). 
2. Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji statistik t untuk mengintepretasikan koefisien variabel bebas dapat 
menggunakan unstandardized coefficient maupun standardized coefficient 
(Ghozali, 2016: 99). Pada uji statistik  t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan t 
tabel, dengan cara sebagai berikut : 
a. Bila thitung> ttabel atau probabilitas < tingkat signifikan (sig < 0,05), maka Ha 
diterima dan H0 ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
b. Bila thitung< ttabel atau probabilitas > tingkat signifikan (sig > 0,05), maka Ha 
ditolak dan H0 diterima, variabel independen tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
 
3.8.5 Teknik Analisis Data Menggunakan Moderated Regression Analysis 
(MRA) 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar 
dapat ditarik kesimpulan yang tepat, oleh karena itu perlu diterapkan teknik 
analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak disampaikan untuk 
menguji kebenaran hipotesis. Model pengujian yang digunakan untuk menguji 
hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi yang 
melibatkan variabel moderating yaitu menggunakan uji interaksi atau moderated 
regression analysis. 
Moderated regression analysis atau uji interaksi dari dua variabel 
independen, merupakan model regresi linear berganda dimana persamaannya 
mengandung perkalian dua atau lebih variabel independennya. Untuk menguji 
pengawasan internal yang dapat memoderasi hubungan antara partisipasi 
anggaran, desentralisasi, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial 
(Ghozali, 2011). 
Persamaan rumus: 
Y = α + β1PA + β2DES + β3AP +β4PI +β5PA*PI+ β6DES*PI + β7AP*PI + ɛ 
Dimana:  
Y   = kinerja manajerial SKPD 
PA  = Partisipasi anggaran 
DES  = Desentralisasi 
AP  = Akuntabilitas publik 
PI  = Pengawasan internal 
PA*PI  = Interaksi antara partisipasi anggaran dengan pengawasan internal 
DES*PI = Interaksi antara desentralisasidengan pengawasan internal 
AP*PI  = Interaksi antara akuntabilitas publikdengan pengawasan internal 
α  = Konstanta 
β12345  = Koefisien regresi 
ɛ  = Standar error 
 
  
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada 25 SKPD di pemerintahan kota Karanganyar 
pada tingkat sekretariat daerah, dan jumlah kuisioner yang peneliti olah yaitu 68, 
yang disebar dari tanggal 3Oktober hingga tanggal 19 Oktober 2018. Responden 
dalam penelitian ini adalah pejabatyang berada di pemerintah Kabupaten 
Karanganyar yang terdiri Kepala/Pimpinan SKPD, Kepala Bagian, Kepala Sub 
Bagian, dan Kepala Bidang di masing-masing SKPD.  
Data dikumpulkan dengan penyebaran kuisioner yang dikirim langsung 
oleh peneliti ke seluruh SKPD. Jumlah SKPD di Pemerintahan kota Karanganyar 
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Satpol PP, 16 
Dinas, dan 5 Badan. 
Proses penyebaran kuisioner dimulai dari pembuatan surat izin penelitian 
dari kampus yang ditujukan pada kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Karanganyar. Setelah surat izin penelitian dari kampus telah divaliditasi dan 
mengeluarkan surat izin penelitian, kemudian proses peneliti selanjutnya yaitu 
membawa surat izin penelitian tersebut pada kepala Badan Perencanaan, 
Penelitian dan pengembangan guna mendapatkan izin meneliti di SKPD 
Karanganyar.  
Proses penyebaran kuisioner dilakukan selama 7 hari dengan menitipkan 
ke bagian resepsionis atau sekretariat untuk diserahkan kepada 
responden.Kemudian sesuai waktu yang telah ditentukan bersama, kuisioner 
diambil kembali.Pengambilan kuisioner dilakukan secara bertahap karena saat 
pertama pengambilan ternyata masih ada beberapa kuisioner yang belum diisi 
oleh responden. 
 
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Analisis Deskriptif 
Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini merupakan profil 
dari 80 responden dari Kepala/Pimpinan SKPD, Kepala Bagian, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksidi SKPD Kota Karanganyar yang 
menjadi responden dalam pengisian kuisioner ini. Karakteristik tersebut meliputi 
jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jabatan dan lama bekerja. 
 
Tabel 4.1 
Demografi Responden 
No. Kriteria Jumlah  Persentase (%) 
1. Jenis Kelamin    
 1) Pria 41 responden 61 % 
 2) Wanita 27 responden 39 % 
 Jumlah  68 responden 100 % 
2. Umur   
 1) 20-30 tahun 4responden 6 % 
 2) 31-40 tahun 29  responden 42 % 
 3) >40 tahun 35  responden 52 % 
 4) Tidak memberi keterangan 0  responden 0 % 
 Jumlah  68 responden 100 % 
3. Pendidikan Terakhir   
 1) D3 9 responden 13 % 
 2) S1 41responden 61 % 
 3) S2 18responden 26 % 
 4) Tidak memberi keterangan 0responden 0 % 
 Jumlah  68responden 100 % 
Tabel Berlanjut...  
Tabel Lanjutan 4.1 
No. Kriteria Jumlah  Persentase (%) 
4. Jabatan    
 1) Kepala/Pimpinan  4 responden 6 % 
 2) Kepala Bagian 5 responden 7 % 
 3) Kepala Sub Bagian 11 responden 16 % 
 4) Kepala Bidang 14 responden 21 % 
 5) Kepala Seksi 31 responden 46 % 
 6) Tidak memberi keterangan 3 responden 4 % 
 Jumlah  68 responden 100 % 
5. Lama Bekerja   
 1) 1-5 tahun 2 responden 3 % 
 2) 6-10 tahun 7 responden 10 % 
 3) >10 tahun 59 responden 87 % 
 4) Tidak memberi keterangan  0 responden 0 % 
 Jumlah  68 responden 100 % 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 
Berdasarkan tabel 4.1 diatas, responden dengan jenis kelamin perempuan 
berjumlah 27 responden (39%) dan laki-laki berjumlah 41 responden (61%). 
Umur responden didominasi umur > 40 tahun berjumlah 35 responden (52%) 
selanjutnya disusul dengan umur 31-40 tahun berjumlah 29 responden (42%), 
kemudian umur responden 20-30 tahun berjumlah 4 responden (6%). 
Pengelompokkan responden berdasarkan tingkat pendidikan responden 
yang paling banyak adalah pendidikan terakhir S1 yaitu 41 responden (61%), 
yang kedua adalah tingkat S2 yaitu 18 responden (26%), tingkat pendidikan D3 
yaitu 9 responden (13%). Kemudian pengelompokkan responden berdasarkan 
jabatan sebagai Kepala/Pimpinan SKPD berjumlah 4 responden (6%), Kabag 
berjumlah 5 responden (7%), Kassubagberjumlah 11 responden (16%), kabid 
berjumlah 14 responden (21%), Kasi berjumlah 31 responden (46%), dan tidak 
memberikan keterangan berjumlah 3responden (4%). 
Lama bekerja responden dalam menduduki jabatan yang terlibat dalam 
penyusunan anggaran selama 1-5 tahun sebanyak 2 responden (3%). Sisanya 
menjabat selama 6-10 tahun berjumlah 7 responden (10%) dan lebih dari 10 tahun 
berturut-turut sebanyak 59responden (87%). 
 
4.2.2. Hasil Uji Instrumen  
Uji instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan reabilitas di 
lakukan untuk menguji apakah instrumen yang disusun peneliti layak digunakan 
sebagai alat ukur penelitian.Perhitungan untuk menguji validitas dan reabilitas 
terhadap angket dilakukan dengan bantuan SPSS 20. 
1. Hasil Uji Validitas 
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan 
ketelitian suatu alat melakukan fungsi ukurnya. Instrumen dikatakan shahih 
apabila mampu mengukur apa yang ingin di ukur, mampu mengungkapkan data 
dari variabel yang ingin di teliti secara tepat. Perhitungan uji validitas dilakukan 
menggunakan teknik korelasi. Product Moment dari pearson dengan program 
SPSS. 
Untuk mengukur taraf validitas tiap butir (item) dalam kuisioner kemudian 
hasilnya dibandingkan denganrtabelproduct moment pada taraf signifikansi 5% 
dan jumlah responden 68 orang diperoleh rtabel sebesar 0,2387. Hasil pengujian 
validitas untuk tiap variabel ditampilkan dalam tabel-tabel berikut: 
  
Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas 
Item Pertanyaan Total Correlation Rtabel kesimpulan 
Kinerja Manajerial (Y)    
a 0,480 0,2387 Valid 
b 0,396 0,2387 Valid 
c 0,351 0,2387 Valid 
d 0,532 0,2387 Valid 
e 0,630 0,2387 Valid 
f 0,612 0,2387 Valid 
g 0,586 0,2387 Valid 
h 0,598 0,2387 Valid 
Partisipasi Anggaran (X1)    
a 0,631 0,2387 Valid 
b 0,558 0,2387 Valid 
c 0,659 0,2387 Valid 
d 0,504 0,2387 Valid 
e 0,628 0,2387 Valid 
Desentralisasi (X2)    
a 0,697 0,2387 Valid 
b 0,800 0,2387 Valid 
c 0,798 0,2387 Valid 
d 0,790 0,2387 Valid 
Akuntabilitas Publik (X3)    
a 0,824 0,2387 Valid 
b 0,687 0,2387 Valid 
c 0,766 0,2387 Valid 
d 0,588 0,2387 Valid 
Pengawasan Internal (Z)    
a 0,426 0,2387 Valid 
b 0,652 0,2387 Valid 
c 0,562 0,2387 Valid 
d 0,700 0,2387 Valid 
e 0,700 0,2387 Valid 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
Seleksi atau dasar pengembilan keputusan item yang valid dengan cara 
membandingkan nilai hsil korelasi Product Moment dari Pearson dengan taraf 
signifikansi 5% dengan jumlah responden 68 di peroleh rtabel sebesar 0,2387. 
Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan (Tabel4.2) diketahui bahwa item-
item dalam angket pengaruh partisipasi anggaran, desentralisasi, akuntabilitas 
terhadap kinerja manajerial dengan pengawasan internal sebagai variabel 
moderating pada SKPD Karanganyar. 
Hasil uji validitas selengkapnya dapat di lihat pada lampiran hasil 
perhitungan uji validitas. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa rhitung > rtabel  
pada taraf signifikansi (α) = 5 % sehingga 100 % butir pertanyaan dapat dipahami 
dan layak untuk diteliti. 
2. Hasil Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kepercayaan instrumen atau alat ukur. Setelah diuji validitasya dan diperoleh 
rtabelitem-item yang valid, kemudian dicari koefisien reliabilitasnya. Perhitungkan 
reliabilitas ini di lakukan dengan cara mencari nilai Cronbach Alpha. Nilai 
koefisien Alpha yang semakin mendekati 0,8 berarti butir-butir pertanyaan dalam 
koefisien semakin reliabel. Nilai Alpha kurang dari 0,6 di kategorikan reliabilitas 
kurang baik. 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada sampel terbukti bahwa instrumen-
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini di anggap andal atau reliabel 
karena semua variabel memiliki koefisien alpha lebih dari 0,60 dengan demikian 
secara keseluruhan layak digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji reabilitas 
nstrumen penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut: 
  
Tabel 4.3 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel  Cronbach Alpha Critical Value Keterangan  
Kinerja Manajerial 
SKPD 
0,632 0,60 Reliabel  
Partisipasi Anggaran 0,634 0,60 Reliabel 
Desentralisasi  0,773 0,60 Reliabel 
Akuntabilitas Publik  0,691 0,60 Reliabel 
Pengawasan Internal 0,657 0,60 Reliabel 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner memperoleh reliabilitas antara 
0,632sampai 0,773 dimana seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Maka dapat 
dinyatakan bahwa seluruh kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel 
atau dapat dipercaya dan mampu untuk menjadi alat pengumpul data. 
 
4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi 
normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar 
analisis regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen harus 
berdistribusi normal atau mendekati normal. 
Salah satu cara untuk mengetahui kenormalan distribusi data adalah 
dengan teknik kolmogrov-smirnov (K-S). Metode pengujian normal tidaknya 
distribusi data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan 
lebih besar dari 0,05 pada taraf signifikan alpha 5% maka menunjukkan distribusi 
data normal. 
 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 68 
Normal 
Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 
1.29134062 
Most 
Extreme 
Differences 
Absolute .103 
Positive .053 
Negative -.103 
Kolmogorov-Smirnov Z .848 
Asymp. Sig. (2-tailed) .468 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
Dari hasil uji normalitas dengan kologorov di atas diketahui bahwa nilai 
signifikan 0,468> 0,05,sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terdistribusi 
secara normal.Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai 
residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.Model 
regresi yang baik adalah yang memilki nilai residual yang terdistribusi secara 
normal. 
Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat 
penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-Plot or regresion 
standardized. Sebagai dasar pengambilan keputusannya.Jika titik-titiknya 
menyebar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah 
normal. 
 
  
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 
 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
 
Berdasarkan grafik P- P Plot pada gambar di atas diketahui bahwa titik-
titik menyebar hampr mengikuti garis lurus, apabila titik-titik yang menyebar 
hampir mengikuti garis lurus maka dapat dikatakan bahwa residual telah 
terdistribusi normal atau data-data yang tersebar telah memenuhi asumsi 
normalitas. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Alat statistik 
yang sering di gunakan untuk menguji gangguan Multikoloniaritas adalah nilai 
tolerance dan variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,1 dan 
nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikoloniaritas. Hasil uji prasyarat 
multikoloniaritas dapat dilihat pada tabel beikut : 
 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikoloniaritas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
partisipasi anggaran .765 1.308 
Desentralisasi .816 1.226 
akuntabilitas publik .472 2.119 
pengawasan internal .539 1.857 
a. Dependent Variable: Kinerja manajerial 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
 
Berdasarkan tabel 4.5 di atas hasil perhitungan nilai tolerance 
menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance lebih 
dari 0,10. Hal ini ditunjukkan pada variabel partisipasi anggaran, desentralisasi, 
akuntabilitas publik dan pengawasan internal memiliki nilai tolerance yaitu 0,765; 
0,816; 0,472 dan 0,539. Hal ini berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel 
independen. 
Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada 
satu variabel independen yang memiliki nilai VIF kurang dari 10, hal pengujian 
ini dapat dilihat pada varibel partisipasi anggaran, desentralisasi, akuntabilitas 
publik dan pengawasan internal masing-masing adalah 1,308; 1,226; 2,119 dan 
1,857. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar 
variabel independen dalam model regresi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 
pengamatan di dalam model regresi, danregresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. Penelitian ini akan dilakukan uji glejser dengan cara 
meregresikan nilai absolute dari unstandardized residual sebagai variabel 
dependen dengan variabel bebas, syarat model dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas > 0,05. 
 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficient
s 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 52.889 25.551  2.070 .043 
partisipasi 
anggaran 
-1.778 1.211 -3.477 -1.468 .147 
desentralisasi -.187 .762 -.378 -.246 .807 
akuntabilitas 
publik 
-.415 1.483 -.665 -.280 .781 
pengawasan 
internal 
-2.693 1.233 -4.225 -1.977 .053 
x1*z .090 .057 5.420 1.581 .119 
x2*z .010 .035 .563 .297 .767 
x3*z .024 .070 1.374 .342 .733 
a. Dependent Variable: ABSRES 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
Dari tabel 4.6di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi dari 
partisipasi anggaran, desentralisasi, akuntabilitas publik, pengawasan internal, 
serta ketika partisipasi anggaran, desentralisasi, dan akuntabilitas publik di 
moderasi dengan pengawasan internal adalah 0,147; 0,807;  0,781; 0,053; 0,119;. 
0,767; dan 0,733.Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel yang 
mengandung heteroskedastisitas karena nilai signifikansi > 0,05 
Kemudian juga di uji dengan metode grafik, yaitu melihat pola titik-titik 
grafik regresi. Dasar kriteriannya adalah pengambilan keputusan, yaitu (Priyatno, 
2014: 146): 
a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 
maka terjadi Heteroskedastisitas. 
b. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot 
 
 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
 
Dapat dilihat dari grafik scatterplot di atas bahwa titik-titik yang ada pada 
grafik menyebar atau tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta tersebar baik 
di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan 
tidak terjadi heteroskedasitas. 
4.2.4. Hasil UjiModerated Regression Analysis (MRA) 
1. Hasil Uji Ketepatan Model 
a. Uji F (Uji Simultan) 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 
yang di masukkan dalam moel mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan beradasarkan perbandingan 
nilai F hitung dengan melihat tingkat signifikansinya, kemudian membandingkan 
dengan taraf signifikansi yang telah di tetapkan (5% atau 0,05). 
Jika signifikansi F hitung lebih kecil dari 0,05 maka Ho di tolak yang 
artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 
dependen. N= jumlah sampel; k= jumlah variabel dependen dan independen.dfl = 
k – 1= 4 – 1= 3, untuk df2 = n – k = (68 - 3) = 65, maka di peroleh nilai f tabel = 
2,75 
 
Tabel 4.7 
Hasil Uji F 
 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 224.082 7 32.012 17.191 .000b 
Residual 111.727 60 1.862   
Total 335.809 67    
a. Dependent Variable: Kinerja manajerial 
b. Predictors: (Constant), x3*z, desentralisasi, partisipasi anggaran, pengawasan 
internal, x2*z, akuntabilitas publik, x1*z 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui Fhitung atau F statistik sebesar 
17,191 sedangkan nilai Ftabel2,75. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 
Fhitung> Ftabel sehingga H0 di tolak dan Ha diterima, artinya model regresi yang 
digunakan sudah tepat atau fit. 
b. Uji Determinasi (R2) 
KoefisienDeterminasi (R2) di gunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel 
dependen.Adjusted R2 koefisisen (R2) mempunyai nilai berkisar antara 0 <R2< 
1.Nilai Adjusted R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 
Jika nilai mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
depeden. Hasil uji koefisien determinasi (R2) di tunjukkan pada tabel di bawah 
ini: 
 
Tabel 4.8 
Hasil Uji adjusted R2 
 
Model Summaryb 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .817a .667 .628 1.365 
a. Predictors: (Constant), x3*z, desentralisasi, partisipasi anggaran, 
pengawasan internal, x2*z, akuntabilitas publik, x1*z 
b. Dependent Variable: Kinerja manajerial 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
 
 
Hasil uji adjusted R2pada penelitian ini diperoleh nilai adjusted 𝑅2 sebesar 
0,628. Maka dapat disimpulkan pengaruh partisipasi anggaran, desentralisasi, 
akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah 
dengan pengawasan internal sebagai variabel moderating sebesar 62,8% dan 
sisanya sebesar 37,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. 
2. Uji Hipotesis  
 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -4.409 42.739  -.103 .918 
partisipasi 
anggaran 
6.312 2.026 4.633 3.116 .003 
desentralisasi -.186 1.274 -.141 -.146 .884 
akuntabilitas 
publik 
-5.881 2.480 -3.540 -2.371 .021 
pengawasan 
internal 
1.121 2.062 .660 .544 .589 
x1*z -.271 .096 -6.093 -2.831 .006 
x2*z .041 .058 .840 .706 .483 
x3*z .253 .116 5.479 2.175 .034 
a. Dependent Variable: Kinerja manajerial 
Sumber: Hasil Output SPSS versi 20, 2018 
 
Nilai signifikansi untuk variabel pengawasan internal memoderasi 
partisipasi anggaran sebesar 0,006 atau kurang dari 0,05. Ttabelsebesar 1,99773 dan 
thitungsebesar -2,831. Sehingg  thitung> ttabel, ini berarti H0 ditolak dan H4 diterima, 
pengawasan internal dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran 
terhadap kinerja manajerial. 
Nilai signifikansi untuk variabel pengawasan internal memoderasi 
desentralisasi sebesar 0,483 atau lebih dari 0,05. Ttabel sebesar 1,99773 dan  thitung 
sebesar 0,706. Sehingg  thitung< ttabel, ini berarti H0 diterima dan H4 ditolak, 
pengawasan internal tidak dapat memoderasi hubungan antara desentralisasi 
terhadap kinerja manajerial.  
Nilai signifikansi untuk variabel pengawasan internal memoderasi 
akuntabilitas publik sebesar 0,034 atau kurang dari 0,05. Ttabel sebesar 1,99773 
dan  thitung sebesar 2,175. Sehingg  thitung> ttabel, ini berarti H0 ditolak dan H6 
diterima, pengawasan internal dapat memoderasi hubungan antara akuntabilitas 
publik terhadap kinerja manajerial.  
Berdasarkan tabel 4.9, diketahui persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = -4,409 + 6,312 PA- 0,186 DES– 5,881AP  + 1,121 PI – 0,271 PA*PI + 0,041 
DES*PI + 0,253 AP*PI + ɛ 
Persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstan sebesar -4,409.Hal 
ini berarti jika dalam variabel partisipasi anggaran (X1), desentralisasi (X2),  
akuntabilitas publik (X3) dengan pengawasan internal (Z) dan interaksi hubungan 
partisipasi anggaran (X1), desentralisasi (X2),  akuntabilitas publik (X3), dengan 
pengawasan internal dianggap konstan, maka pertimbangan tingkat kinerja 
manajerial juga akan konstan sebesar -4,409. 
Koefisien regresi variabel partisipasi anggaran (X1), sebesar6,312 dengan 
parameter positif, hal ini menunjukkan jikapartisipasi anggaran mengalami 
kenaikan satu satuan, maka variabel pertimbangan tingkat kinerja manajerial 
meningkat sebesar 6,312. 
Koefisien regresi variabel desentralisasi (X2), sebesar -0,186 dengan 
parameter negatif, hal ini menunjukkan jika desentralisasi mengalami kenaikan 
satu satuan, maka variabel pertimbangan tingkat kinerja manajerial menurun 
sebesar 0,186. 
Koefisien regresi variabel akuntabilitas publik (X3), sebesar –5,881 
dengan parameter negatif, hal ini menunjukkan jika akuntabilitas publik 
mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel pertimbangan tingkat kinerja 
manajerial menurun sebesar 5,881. 
Koefisien regresi variabel pengawasan internal (Z) sebesar 1,121 dengan 
parameter positif, hal ini menunjukkan jika pengawasan internalmengalami 
kenaikan satu satuan, maka variabel pertimbangan tingkat kinerja manajerialnaik 
sebesar 1,121. 
Koefisien regresi moderasi antara partisipasi anggaran dan pengawasan 
internal (X1Z)  sebesar -0,271. Jika interaksi partisipasi anggaran dan 
pengawasan internal (X1Z)  naik satu satuan, maka variabel pertimbangan tingkat 
kinerja manajerialmenurun sebesar 0,271. 
Koefisien regresi moderasi antara desentralisasi dan pengawasan internal 
(X2Z)  sebesar 0,041. Jika interaksi desentralisasi dan pengawasan internal (X2Z)  
naik satu satuan, maka variabel pertimbangan tingkat kinerja manajerial naik 
sebesar 0,041. 
Koefisien regresi moderasi antara akuntabilitas publik dan pengawasan 
internal (X3Z) sebesar 0,253. Jika interaksi akuntabilitas publik dan pengawasan 
internal (X3Z)  naik satu satuan, maka variabel pertimbangan tingkat kinerja 
manajerial naik sebesar 0,253. 
 
4.2.5. Pembahasan Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja manajerial SKPD 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H1 
diterima dan disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif 
terhadap kinerja manjerial satuan kerja perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh Moheni dan Arifah (2015); Suhartono dan 
Halim (2005); Bangun (2009), bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif 
terhadap kinerja manajerial, artinya partisipasi dapat meningkatkan kinerja 
manajerial dan semakin tinggi partisipasi anggaran maka semakin tinggi pula 
kinerja manajerial.  
Partisipasi anggaran dapat melibatkan individu-individu secara langsung 
di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran 
(Primadana, Yuniarta, dan Adiputra, 2014). Sehingga, dengan adanya proses 
partisipasi anggaran di satuan kerja perangkat daerah, akan memunculkan 
komitmen manajemen pada berbagai jenjang untuk mencapai tujuannya, dan jika 
tercapainya pencapaiaan tujuan tersebut dapat dikatakan kegiatan kinerja 
manajemen telah berjalan dengan baik.  
  
2. Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja manajerial SKPD 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H2 
ditolak dan disimpulkan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
manjerial satuan kerja perangkat daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitiannya Nugraha (2015) yang menyatakan desentralisasi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja manjerial.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi dalam organisasi 
sektor publik (SKPD) yang tidak baik akan mengakibatkan kurangnya struktur 
yang terdesentralisasi dalam setiap SKPD tersebut, dimana seorang pemimpin 
tidak dapat melaksanakan wewenang dengan baik terhadap bawahannya dalam 
pengambilan atau penetapan keputusan, sehingga kinerja manajerial pada SKPD 
Kranganyar dikatakan kurang baik. 
3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja manajerial SKPD 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H3 
diterima dan disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh negatif 
terhadap kinerja manjerial satuan kerja perangkat daerah. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan peneliti Heski, Purwanti dan Fidayati (2017) yang menyatakan 
partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial di SKPD 
Kabupaten Magelang. 
Dengan adanya laporan akuntabilitas publik atau terpenuhinya prinsip 
pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas bagi masyarakat, 
dan menilai bahwa pemerintah daerah telah accountable, tingginya tingkat 
akuntabilitas juga meningkat kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan 
efisiensi dalam penggunaan anggaran. Akan tetapi menurut kondisi praktisnya di 
lapangan, akuntabilitas publik tidak berhubungan langsung terhadap kinerja 
manajerial, sehingga pengaruhnya terhadap kinerja manajerial kurang maksimal. 
4. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan 
Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi 
Uji hipotesis menunjukan H4 diterima bahwa pengawasan internal dapat 
memoderasi negatif antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Hasil 
tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarjono dan Nugraha 
(2015) yang menyatakan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi hubungan 
antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. 
Adanya proses partisipasi anggaran di satuan kerja perangkat daerah, akan 
memunculkan komitmen manajemen pada berbagai jenjang untuk mencapai 
tujuannya, dan jika tercapainya pencapaiaan tujuan tersebut dapat dikatakan 
kegiatan kinerja manajemen telah berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan 
adanya pengawasan internal, kinerja pegawai cenderung menurun untuk 
mencapaian target, karena selalu di monitoring, yang pada akhirnya 
mempengaruhi kegiatan kinerja manajerial tidak berjalan dengan baik. 
5. Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial dengan 
Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi 
Hasil dari pengolahan data menunjukan bahwa H5 ditolak, dan menujukan 
bahwa variabel pengawasan internal tidak mampu memoderasi hubungan antara 
desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Hasil tersebut berbeda dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Tarjono dan Nugraha (2015), Primadana, Yuniarta 
dan Adiputra (2014) tetapi sejalan dengan peneliti Sawitri et. al (2015). 
6. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial dengan 
Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi 
Uji hipotesis H6 menunjukan bahwa variabel pengawasan internal mampu 
memoderasi secara positif antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. 
Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernawilis (2015) 
yang menyatakan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi hubungan antara 
akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. 
Adanya pengawasan internal, kinerja pegawai akan lebih disiplin dan 
pencapaian target akan tercapai, karena selalu di monitoring. Sehingga laporan 
akuntabilitas publik akan  lebih  terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban dan 
dapat menimbulkan implikasi yang luas bagi masyarakat, serta pemerintah daerah 
telah accountable. 
 
  
 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Hasil penelitian ini tentang pengaruh partisipasi anggaran, 
desentralisasi, akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial dengan 
pengawasan internal sebagai variabel moderating dapat diambil 
kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan partisipasi 
anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 
Dikarenakan dengan adanya proses partisipasi anggaran akan 
memunculkan komitmen manajemen pada berbagai jenjang untuk 
mencapai tujuannya karena dibuat bersama-sama. 
2. Hipotesis kedua (H2) ditolak dan disimpulkan desentralisasi tidak 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Desentralisasi dalam 
organisasi sektor publik yang tidak baik akan mengakibatkan 
kurangnya struktur yang terdesentralisasi dalam setiap SKPD 
tersebut, dimana seorang pemimpin tidak dapat melaksanakan 
wewenang dengan baik terhadap bawahannya dalam pengambilan 
atau penetapan keputusan, sehingga kinerja manajerial pada SKPD 
Karanganyar dikatakan kurang baik. 
3. Hipotesis ketiga (H3) diterima dan disimpulkan akuntabilitas publik 
berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial. Menurut kondisi 
praktisnya di lapangan, akuntabilitas publik tidak berhubungan 
langsung terhadap kinerja manajerial, sehingga pengaruhnya 
terhadap kinerja manajerial kurang maksimal. 
4. Hipotesis keempat (H4) diterima dan disimpulkan bahwa 
pengawasan internal memoderasi negatif antara partisipasi 
anggaran terhadap kinerja manajerial. Dengan adanya pengawasan 
internal, kinerja pegawai cenderung menurun untuk mencapaian 
target, karena selalu di monitoring, yang pada akhirnya 
mempengaruhi kegiatan kinerja manajerial tidak berjalan dengan 
baik. 
5. Hipotesis kelima (H5) ditolak dan disimpulkan bahwa pengawasan 
internal tidak memoderasi hubungan antara desentralisasi terhadap 
kinerja manajerial. 
6. Hipotesis ketiga (H6) diterima dan disimpulkan bahwa pengawasan 
internal memoderasi positif antara akuntabilitas publik terhadap 
kinerja manajerial. Adanya pengawasan internal, kinerja pegawai 
akan lebih disiplin dan pencapaian target akan tercapai, karena 
selalu di monitoring. Sehingga laporan akuntabilitas publik akan  
lebih terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban dan dapat 
menimbulkan implikasi yang luas bagi masyarakat, serta 
pemerintah daerah telah accountable. 
 
  
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Data penelitian yang berasal dari persepsi responden yang 
disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrument kuesioner 
mungkin mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden belum 
tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 
2. Kuesioner tidak kembali secara utuh, karena sibuknya instansi 
tertentu. 
3. Peneliti hanya menggunakan variable partisipasi anggaran, 
desentralisasi, akuntabilitas publik dan pengawasan internal, 
sehingga dimungkinkan adanya variabel lain yang mempengaruhi 
kinerja manajerial, misalnya system informasi manajemen, 
komitmen organisasi, kompensasi, pengetahuan pegawai, budaya 
organisasi, dan lain-lain sebagainya. 
 
5.3. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka 
penulis memberikan saran antara lain; 
1. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bisa ditambahkan 
dengan menggunakan wawancara atau interview. 
2. Saran untuk perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan 
pendalaman materi maupun skill, atau bisa juga mengadakan 
seminar yang berhubungan dengan anggaran dilembaga 
pemerintah. 
3. Untuk lebih meningkatkan kinerja demi kemajuan institusi, maka 
perlu ditingkatkan dalam keikutsertaan partisipasi penyusunan 
anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik serta tak kalah 
penting peningkatan pengawasan internal di semua lini manajemen 
SKPD, karena dengan peningkatan pengawasan akan menjamin 
berjalannya manajemen yang lebih baik. 
4. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah atau mengganti variabel 
independen, agar dapat diketahui adanya variabel lain yang 
mempengaruhi kinerja manajerial atau mengganti variabel 
moderasi. 
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Lampiran 1 
Sampel Penelitian 
No Nama SKPD 
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar 
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 
3. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karanganyar 
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 
5. DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar 
6. Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar 
7. Disparpora Kabupaten Karanganyar 
8. Dishub PKP Kabupaten Karanganyar  
9. Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 
10. Inspektorat Kabupaten Karanganyar 
11. Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar 
12. BKPSDM Kabupaten Karanganyar 
13. Baperlitbang Kabupaten Karanganyar 
14.  Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Karanganyar 
15. DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar 
18.  DPMPTSP Kabupaten Karanganyar 
19.  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 
20. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar 
21. Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar 
23. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar 
24. Satpol PP Kabupaten Karanganyar 
25. BPBD Kabupaten Karanganyar 
 
  
Lampiran 2 
Kuesioner Penelitian 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Responden yang terhormat, 
Kuesioner yang berjudul “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, 
DESENTRALISASI,AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA 
MANAJERIAL DENGAN PENGAWASAN INTERNAL SEBAGAI 
VARIABEL MODERATING (Studi pada SKPD Karanganyar)”, saya mohon 
kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner atau 
pernyataan yang dilampirkan. Jawaban yang anda berikan akan sangat membantu 
penelitian ini, dan kuesioner ini hanya dapat digunakan apabila sudah terisi.  
Perlu peneliti informasikan bahwa seluruh data dan informasi yang 
diperoleh dari jawaban atas kuesioner ni semata-matahanya akan digunakan untuk 
kepentingan penelitian akademis. Semua jawaban kuesioner ini juga akan sangat 
dijaga kerahasiaannya. 
Atas perhatian dan waktu yang Bapak/Ibuk/Sdr/I berikan, saya ucapkan 
terima kasih.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 
     Hormat saya, 
Ulfia Mukaromah 
  
IDENTIFIKASI RESPONDEN 
a. Nama   = .................... 
b. Umur   = .................... Tahun 
c. Jenis kelamin  = (Pilihlah dengan tanda ceklis/√) 
laki-laki  perempuan  
d. Pendidikan terakhir = (Pilihlah dengan tanda ceklis/√) 
     SLTA/Sederajat Strata 2 (Master) 
Diploma (D3)  Strata 3 (Doktor) 
Strata 1 (Sarjana) 
e. Nama instansi  = (Pilihlah dengan tanda ceklis/√) 
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Karanganyar 
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten 
Karanganyar 
Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 
DPU dan Penataan Ruang Kabupaten 
Karanganyar 
Disdagnakerkopdan UKM Kabupaten 
Karanganyar 
Disparpora Kabupaten Karanganyar 
Dishub PKP Kabupaten Karanganyar  
Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 
Inspektorat Kabupaten Karanganyar 
Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar 
BKPSDM Kabupaten Karanganyar 
Baperlitbang Kabupaten Karanganyar 
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten 
Karanganyar 
DP3APPKB Kabupaten Karanganyar 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Karanganyar 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Karanganyar 
DPMPTSP Kabupaten Karanganyar 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kabupaten Karanganyar 
Disdukcapil Kabupaten Karanganyar 
Diskominfo Kabupaten Karanganyar 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Karanganyar 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Karanganyar 
Satpol PP Kabupaten Karanganyar 
BPBD Kabupaten Karanganyar 
 
f. Masa kerja  = ................... Tahun 
g. Jabatan   = (Pilihlah dengan tanda ceklis/√) 
Kepala/Pimpinan 
Kepala Bagian 
Kepala Sub Bagian 
Kepala Bidang 
Kepala Seksi 
Lain-lain 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Mohon memberi tanda silang ( X ) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Sdr/I 
anggap sangat tepat dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban 
tertulis. 
2. Setelah kuesioner terisi, mohon Bapak/Ibuk/Sdr/I dapat mengembalikan 
kembali kepada yang menyerahan kuesioner ini. 
3. Nilai atas jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 
Sangat TidakSetuju (STS) Ragu (R) Sangat Setuju (SS) 
TidakSetuju (TS)  Setuju (S)   
 
DAFTAR PERTANYAAN: 
1. Kinerja Manajerial SKPD 
 PERTANYAAN STS TS R S SS 
a. Saya berperan dalam menentukan tujuan, 
kebijakan rencana kegiatan seperti 
penjadwalan kerja, penyusunan anggaran 
dan penyusunan program. 
     
b. Saya berperan dalam pengumpulan dan 
penyiapan informasi yang biasanya 
berbentuk catatan dan laporan. 
     
c. Saya ikut berperan dalam tukar menukar 
informasi dalam organisasi untuk 
mengkoordinasikan dan menyesuaikan 
laporan. 
     
d. Saya berperan dalam mengevaluasi dan 
menilai rencana kerja, laporan kinerja 
maupun kerja yang diamati pada unit atau 
sub unit saya. 
     
e. Saya berperan dalam mengarahkan, 
memimpin dan mengembangkan para 
bawahan yang ada pada unit atau sub unit 
saya. 
     
f. Saya berperan dalam mengelola, mengatur, 
& memilih pegawai pada unit/sub unit saya. 
     
g. Saya berperan dalam melakukan kontrak 
untuk barang/jasa yang dibutuhkan pada 
unit/sub unit saya dengan pihak luar. 
     
h. Saya berperan dalam mewakilkan organisasi 
daya untuk berhubungan dengan pihak lain 
diluar organisasi. 
     
 
 
 
 
2. Partisipasi Anggaran 
 PERTANYAAN STS TS R S SS 
a. Dalam menyusun anggaran, program, dan 
kegiatan, semua pihak ikut dilibatkan. 
     
b. Saya puas akan hasil akhir anggaran, 
program yang disusun. 
     
c. Saya diberi kesempatan untuk 
menyampaikan pendapat/opini. 
     
d. Semua pihak berkontribusi terhadap 
partisipasi anggaran sangat besar. 
     
e. Saya memiliki pengaruh yang kuat terhadap 
proses penyusunan rencana anggaran. 
     
 
3. Desentralisasi  
 PERTANYAAN STS TS R S SS 
a. Saya mempunyai wewenang dalam 
menentukan jumlah anggaran untuk satuan 
kerja saya. 
     
b. Saya mempunyai wewenang untuk 
menentukan prioritas kegiatan yang akan 
dilaksanakan 
     
c. Saya memiliki wewenang untuk menentukan 
pegawai yang terlibat dalam program 
kegiatan. 
     
d. Saya memiliki wewenang untuk menentukan 
penempatan pegawai di satuan kerja saya. 
     
 
4. Akuntabilitas Publik 
 PERTANYAAN STS TS R S SS 
a. Pelaksanaan kegiatan pelaporan 
pertanggungjawaban sesuai kondisi dan 
hasil yang ada. Serta penggunaan anggaran 
didasarkan atas hukum dan peraturan yang 
berlaku. 
     
b. Prosedur yang digunakan dalam melaksakan 
program kegiatan telah sesuai dengan 
prosedur administrasi, sistem informasi 
akuntansi, sistem informasi manajemen. 
     
c. Program-program anggaran dirancang 
dengan prinsip efektifitas dan efesiensi 
dengan mempertimbangan pencapaian target 
     
serta hasil output maksimal 
d. Pelaporan pertanggungjawaban kepada 
pemerintah daerah kepada DPRD dan 
masyarakat lain. 
     
 
5. Pengawasan Internal 
 PERTANYAAN STS TS R S SS 
a. Dengan adanya pengawas internal kinerja 
pegawai akan lebih disiplin, dan pencapaian 
target realistis, karena selalu di monitoring. 
     
b. Pendelegasian wewenang kepada pegawai 
sesuai rekomendasi/saran pengawas internal. 
     
c. Pengawas internal telah dan ikut 
memonitoring dalam proses penganggaran, 
realisasi, dan penyusunan laporan kegiatan 
APBD. 
     
d. Pengawas internal memonitoring setiap 
program-program kegiatan. 
     
e. Pengawas internal memonitoring kinerja 
setiap pegawai. 
     
 
 
 
Lampiran 3 
Data Penelitian 
NO 
PARTISIPASI ANGGARAN (X1) Jumlah 
a b c d e Score 
1 
5 4 4 4 5 22 
2 
4 5 5 5 5 24 
3 
5 5 5 5 4 24 
4 
4 4 4 4 4 20 
5 
4 4 4 4 4 20 
6 
4 4 4 4 4 20 
7 
4 4 4 4 3 19 
8 
4 4 4 4 3 19 
9 
4 5 4 4 4 21 
10 
4 5 4 4 4 21 
11 
4 5 4 5 3 21 
12 
4 4 4 4 3 19 
13 
5 5 5 4 3 22 
14 
5 5 5 4 4 23 
15 
4 5 4 4 3 20 
16 
4 5 4 4 4 21 
17 
4 5 4 5 3 21 
18 
4 5 4 4 4 21 
19 
4 5 4 4 4 21 
20 
5 5 5 3 3 21 
21 
5 4 5 4 3 21 
22 
5 5 5 3 4 22 
23 
5 5 5 4 4 23 
24 
5 4 5 4 4 22 
25 
5 5 5 5 4 24 
26 
4 4 4 4 4 20 
27 
4 5 5 4 4 22 
28 
4 4 4 3 5 20 
29 
5 4 4 4 4 21 
30 
5 4 5 5 5 24 
31 
4 4 4 4 3 19 
32 
4 3 4 4 3 18 
33 
5 4 4 5 4 22 
34 
5 4 4 5 4 22 
35 
5 4 4 5 4 22 
36 
5 4 4 5 4 22 
37 
5 4 5 5 3 22 
38 
4 4 4 4 5 21 
39 
4 5 5 5 5 24 
40 
4 3 4 4 3 18 
41 
4 4 4 4 3 19 
42 
5 5 5 5 5 25 
43 
5 5 5 5 5 25 
44 
5 5 5 5 5 25 
45 
4 4 4 4 4 20 
46 
4 4 5 5 4 22 
47 
4 4 5 4 4 21 
48 
5 4 4 5 4 22 
49 
4 4 5 4 4 21 
50 
4 4 4 4 4 20 
51 
4 4 5 5 4 22 
52 
4 4 4 4 4 20 
53 
4 4 4 4 3 19 
54 
4 4 4 4 4 20 
55 
5 4 5 5 4 23 
56 
4 5 4 4 4 21 
57 
5 4 5 4 3 21 
58 
5 5 5 4 4 23 
59 
5 4 5 3 4 21 
60 
5 5 5 4 4 23 
61 
5 5 5 4 4 23 
62 
5 5 5 3 3 21 
63 
5 5 5 3 4 22 
64 
4 4 5 3 4 20 
65 
4 4 4 4 3 19 
66 
4 5 4 4 4 21 
67 
4 5 4 4 4 21 
68 
4 5 4 4 4 21 
 
  
NO 
DESENTRALISASI (X2) Jumlah 
a b C d Score 
1 
4 4 4 4 16 
2 
4 5 5 5 19 
3 
4 4 4 3 15 
4 
3 3 3 3 12 
5 
4 4 4 3 15 
6 
4 4 4 4 16 
7 
4 3 3 3 13 
8 
4 3 3 3 13 
9 
4 5 4 4 17 
10 
4 5 4 4 17 
11 
4 5 4 5 18 
12 
4 4 5 4 17 
13 
4 4 5 5 18 
14 
4 4 5 4 17 
15 
4 4 5 4 17 
16 
4 4 5 4 17 
17 
4 5 4 5 18 
18 
4 5 4 4 17 
19 
4 5 4 4 17 
20 
4 5 5 4 18 
21 
4 4 4 4 16 
22 
4 5 5 4 18 
23 
4 4 4 4 16 
24 
4 4 4 5 17 
25 
4 4 4 4 16 
26 
4 4 4 4 16 
27 
4 4 4 4 16 
28 
5 5 4 4 18 
29 
5 4 5 5 19 
30 
5 5 5 5 20 
31 
3 3 3 3 12 
32 
3 4 4 3 14 
33 
4 4 4 4 16 
34 
4 4 4 4 16 
35 
4 4 4 4 16 
36 
4 4 4 4 16 
37 
3 3 3 3 12 
38 
4 3 4 3 14 
39 
4 4 4 5 17 
40 
4 4 4 4 16 
41 
4 4 4 4 16 
42 
5 5 5 4 19 
43 
4 4 4 4 16 
44 
5 5 5 4 19 
45 
5 4 5 4 18 
46 
4 4 4 4 16 
47 
4 4 4 4 16 
48 
4 3 4 3 14 
49 
4 4 5 5 18 
50 
4 3 4 3 14 
51 
4 4 4 4 16 
52 
4 4 4 4 16 
53 
3 4 4 4 15 
54 
4 4 4 4 16 
55 
4 4 4 4 16 
56 
4 4 5 4 17 
57 
4 4 4 4 16 
58 
4 4 5 4 17 
59 
4 4 5 4 17 
60 
4 4 5 4 17 
61 
4 4 5 5 18 
62 
4 4 5 5 18 
63 
5 5 5 4 19 
64 
4 4 5 4 17 
65 
4 4 5 4 17 
66 
4 4 4 5 17 
67 
5 4 4 4 17 
68 
4 4 5 4 17 
 
  
NO 
AKUNTABILITAS PUBLIK 
(X3) 
Jumlah 
a b c d Score 
1 
5 5 5 5 20 
2 
5 4 4 5 18 
3 
5 5 5 5 20 
4 
4 4 4 4 16 
5 
5 5 5 5 20 
6 
5 5 4 4 18 
7 
4 4 4 4 16 
8 
4 4 4 4 16 
9 
4 5 5 4 18 
10 
4 5 5 4 18 
11 
5 5 5 4 19 
12 
4 4 5 4 17 
13 
5 5 5 4 19 
14 
5 4 5 4 18 
15 
5 4 5 4 18 
16 
5 4 5 4 18 
17 
5 5 5 4 19 
18 
4 5 5 4 18 
19 
4 5 5 4 18 
20 
5 5 5 4 19 
21 
5 5 5 4 19 
22 
5 4 5 4 18 
23 
5 4 5 4 18 
24 
5 5 5 5 20 
25 
5 5 5 5 20 
26 
4 4 4 4 16 
27 
4 4 4 4 16 
28 
4 4 4 4 16 
29 
4 4 5 4 17 
30 
5 5 5 5 20 
31 
4 4 4 4 16 
32 
4 4 4 4 16 
33 
5 4 5 5 19 
34 
5 4 5 5 19 
35 
4 4 5 5 18 
36 
5 4 5 5 19 
37 
5 5 5 5 20 
38 
4 4 4 4 16 
39 
5 4 4 5 18 
40 
4 4 4 4 16 
41 
4 4 4 4 16 
42 
4 4 5 4 17 
43 
4 4 5 4 17 
44 
4 4 5 4 17 
45 
5 4 4 5 18 
46 
4 4 4 4 16 
47 
4 4 4 4 16 
48 
4 4 4 4 16 
49 
4 4 5 4 17 
50 
4 4 4 4 16 
51 
4 4 4 4 16 
52 
4 4 4 4 16 
53 
4 4 4 4 16 
54 
4 4 4 4 16 
55 
5 5 5 4 19 
56 
5 4 5 4 18 
57 
4 4 4 4 16 
58 
5 4 5 4 18 
59 
5 5 5 4 19 
60 
5 4 5 4 18 
61 
5 4 5 4 18 
62 
5 5 5 4 19 
63 
5 4 5 4 18 
64 
5 4 5 5 19 
65 
5 4 5 4 18 
66 
5 5 5 4 19 
67 
5 4 5 4 18 
68 
5 4 5 4 18 
 
  
NO 
PENGAWASAN INTERNAL (Z) Jumlah 
a b C d e Score 
1 
5 4 4 4 4 21 
2 
5 4 4 4 4 21 
3 
5 5 5 5 5 25 
4 
4 4 4 4 4 20 
5 
4 5 5 5 4 23 
6 
4 4 4 5 5 22 
7 
4 4 4 4 4 20 
8 
4 4 4 4 4 20 
9 
5 4 4 5 4 22 
10 
5 4 4 5 4 22 
11 
5 4 4 5 5 23 
12 
4 4 4 5 5 22 
13 
5 4 4 4 5 22 
14 
4 4 5 4 5 22 
15 
4 5 4 5 5 23 
16 
4 4 4 5 5 22 
17 
5 4 4 5 5 23 
18 
5 4 4 5 4 22 
19 
5 4 4 5 4 22 
20 
4 4 4 4 4 20 
21 
4 4 5 5 5 23 
22 
4 4 5 4 5 22 
23 
4 4 4 5 5 22 
24 
5 5 4 5 5 24 
25 
5 5 5 4 4 23 
26 
4 4 4 4 4 20 
27 
4 4 5 5 5 23 
28 
5 5 4 4 4 22 
29 
4 4 4 4 4 20 
30 
5 5 5 5 5 25 
31 
4 4 4 4 4 20 
32 
4 4 4 4 4 20 
33 
4 4 4 4 4 20 
34 
5 4 4 4 4 21 
35 
5 4 4 4 4 21 
36 
5 4 4 4 4 21 
37 
5 5 5 5 5 25 
38 
4 4 4 4 4 20 
39 
5 4 4 4 4 21 
40 
4 4 4 4 4 20 
41 
4 4 4 4 4 20 
42 
4 4 4 4 4 20 
43 
4 4 4 4 4 20 
44 
4 4 4 4 4 20 
45 
5 4 4 4 4 21 
46 
4 4 4 5 4 21 
47 
5 4 4 4 4 21 
48 
4 4 4 4 4 20 
49 
4 4 4 4 4 20 
50 
4 4 4 4 4 20 
51 
4 4 4 5 4 21 
52 
4 4 4 4 4 20 
53 
4 4 4 4 4 20 
54 
4 4 4 4 4 20 
55 
5 4 4 4 4 21 
56 
4 4 4 5 5 22 
57 
4 4 4 4 4 20 
58 
4 4 4 5 5 22 
59 
4 4 4 5 5 22 
60 
4 4 4 4 5 21 
61 
5 4 4 4 5 22 
62 
4 4 5 4 4 21 
63 
4 4 5 4 5 22 
64 
4 4 5 4 5 22 
65 
4 4 4 5 5 22 
66 
5 4 4 4 4 21 
67 
4 4 4 5 5 22 
68 
4 4 4 5 5 22 
 
  
NO 
KINERJA MANAJERIAL SKPD (Y) Jumlah 
a b c d e f g h Score 
1 
5 4 4 4 4 4 4 4 33 
2 
5 4 5 5 5 5 4 5 38 
3 
5 5 5 5 5 3 4 4 36 
4 
4 4 4 4 4 4 3 4 31 
5 
4 5 4 4 5 4 4 4 34 
6 
4 4 4 4 5 4 4 4 33 
7 
4 4 4 4 3 3 4 4 30 
8 
4 4 4 4 3 3 4 4 30 
9 
4 4 5 5 4 5 4 4 35 
10 
4 4 5 5 4 5 4 4 35 
11 
4 4 5 4 5 5 4 4 35 
12 
4 4 4 4 4 5 4 5 34 
13 
4 5 4 4 4 5 4 5 35 
14 
4 5 4 4 4 5 4 4 34 
15 
5 4 4 4 5 5 4 4 35 
16 
5 4 4 4 5 5 4 4 35 
17 
4 4 5 4 5 5 4 4 35 
18 
4 4 5 5 4 5 4 4 35 
19 
4 4 5 5 4 5 4 4 35 
20 
4 5 4 4 5 5 3 4 34 
21 
4 5 4 4 4 5 4 5 35 
22 
4 5 4 4 4 4 5 5 35 
23 
4 4 4 4 4 5 4 5 34 
24 
4 4 4 4 5 4 5 5 35 
25 
4 4 4 4 4 4 4 3 31 
26 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
27 
4 5 4 4 5 4 4 4 34 
28 
5 4 4 4 5 5 4 4 35 
29 
4 4 5 4 5 5 4 4 35 
30 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 
31 
4 4 4 4 4 3 4 4 31 
32 
3 4 4 4 4 3 4 3 29 
33 
4 4 5 4 4 4 4 4 33 
34 
4 4 5 4 4 4 4 4 33 
35 
4 5 4 4 4 4 4 4 33 
36 
4 4 5 4 4 4 4 4 33 
37 
5 4 5 5 3 3 4 3 32 
38 
4 4 4 4 3 3 3 4 29 
39 
5 4 5 5 5 5 4 5 38 
40 
4 4 4 4 4 4 3 4 31 
41 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
42 
4 5 4 5 5 5 5 5 38 
43 
4 5 4 5 5 5 5 5 38 
44 
4 5 4 5 5 5 5 5 38 
45 
4 5 4 4 4 4 5 5 35 
46 
5 4 4 5 4 4 5 4 35 
47 
5 5 4 4 4 4 5 5 36 
48 
4 4 4 5 4 4 4 4 33 
49 
5 4 5 4 4 5 5 4 36 
50 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
51 
5 4 4 5 5 4 5 4 36 
52 
4 4 5 5 4 4 4 4 34 
53 
4 4 4 4 4 4 4 3 31 
54 
4 4 4 4 4 4 3 3 30 
55 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
56 
4 4 4 4 5 5 4 4 34 
57 
4 4 5 4 4 4 5 5 35 
58 
4 4 4 4 4 5 3 5 33 
59 
4 4 4 4 4 5 3 5 33 
60 
4 4 4 4 4 5 4 5 34 
61 
4 5 4 4 4 5 3 5 34 
62 
4 4 4 4 4 4 3 4 31 
63 
4 5 4 4 5 5 3 3 33 
64 
4 4 4 4 4 5 4 3 32 
65 
4 5 4 4 5 4 4 4 34 
66 
5 4 4 4 5 5 4 4 35 
67 
5 4 4 4 5 5 4 4 35 
68 
4 4 4 4 5 5 4 4 34 
 
 
  
Lampiran 4 
Validitas dan Reliabilitas 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Partisipasi Anggaran 
Correlations 
 pa1 pa2 pa3 pa4 pa5 partisipasi 
anggaran 
pa1 
Pearson Correlation 1 .166 .551** .145 .137 .631** 
Sig. (2-tailed)  .177 .000 .239 .265 .000 
N 68 68 68 68 68 68 
pa2 
Pearson Correlation .166 1 .305* .003 .205 .558** 
Sig. (2-tailed) .177  .011 .983 .094 .000 
N 68 68 68 68 68 68 
pa3 
Pearson Correlation .551** .305* 1 .035 .191 .659** 
Sig. (2-tailed) .000 .011  .775 .119 .000 
N 68 68 68 68 68 68 
pa4 
Pearson Correlation .145 .003 .035 1 .225 .504** 
Sig. (2-tailed) .239 .983 .775  .065 .000 
N 68 68 68 68 68 68 
pa5 
Pearson Correlation .137 .205 .191 .225 1 .628** 
Sig. (2-tailed) .265 .094 .119 .065  .000 
N 68 68 68 68 68 68 
partisipasi 
anggaran 
Pearson Correlation .631** .558** .659** .504** .628** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 68 68 68 68 68 68 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 68 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 68 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.634 5 
  
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Desentralisasi 
 
Correlations 
 ds1 ds2 ds3 ds4 desentralisasi 
ds1 
Pearson Correlation 1 .465** .467** .346** .697** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .004 .000 
N 68 68 68 68 68 
ds2 
Pearson Correlation .465** 1 .458** .536** .800** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 68 68 68 68 68 
ds3 
Pearson Correlation .467** .458** 1 .502** .798** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 68 68 68 68 68 
ds4 
Pearson Correlation .346** .536** .502** 1 .790** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000  .000 
N 68 68 68 68 68 
desentrali
sasi 
Pearson Correlation .697** .800** .798** .790** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 68 68 68 68 68 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 68 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 68 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.773 4 
 
  
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Akuntabilitas Publik 
Correlations 
 ap1 ap2 ap3 ap4 akuntabilitas 
publik 
ap1 
Pearson Correlation 1 .356** .560** .416** .824** 
Sig. (2-tailed)  .003 .000 .000 .000 
N 68 68 68 68 68 
ap2 
Pearson Correlation .356** 1 .427** .182 .687** 
Sig. (2-tailed) .003  .000 .138 .000 
N 68 68 68 68 68 
ap3 
Pearson Correlation .560** .427** 1 .170 .766** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .165 .000 
N 68 68 68 68 68 
ap4 
Pearson Correlation .416** .182 .170 1 .588** 
Sig. (2-tailed) .000 .138 .165  .000 
N 68 68 68 68 68 
akuntabilitas 
publik 
Pearson Correlation .824** .687** .766** .588** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 68 68 68 68 68 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 68 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 68 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.691 4 
  
Hasil Uji Validitas dan Reiabilitas Pengawasan Internal 
Correlations 
 pi1 pi2 pi3 pi4 pi5 pengawasa
n internal 
pi1 
Pearson Correlation 1 .303* -.019 .052 -.074 .426** 
Sig. (2-tailed)  .012 .878 .673 .546 .000 
N 68 68 68 68 68 68 
pi2 
Pearson Correlation .303* 1 .430** .276* .182 .652** 
Sig. (2-tailed) .012  .000 .023 .137 .000 
N 68 68 68 68 68 68 
pi3 
Pearson Correlation -.019 .430** 1 .112 .350** .562** 
Sig. (2-tailed) .878 .000  .363 .003 .000 
N 68 68 68 68 68 68 
pi4 
Pearson Correlation .052 .276* .112 1 .564** .700** 
Sig. (2-tailed) .673 .023 .363  .000 .000 
N 68 68 68 68 68 68 
pi5 
Pearson Correlation -.074 .182 .350** .564** 1 .700** 
Sig. (2-tailed) .546 .137 .003 .000  .000 
N 68 68 68 68 68 68 
pengawasan 
internal 
Pearson Correlation .426** .652** .562** .700** .700** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 68 68 68 68 68 68 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 68 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 68 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.657 5 
 
  
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kinerja Manajerial 
Correlations 
 km1 km2 km3 km4 km5 km6 km7 km8 Kinerja 
manajerial 
km1 
Pearson 
Correlation 
1 -.054 .174 .293* .272* .133 .270* .086 .480** 
Sig. (2-tailed)  .664 .156 .015 .025 .278 .026 .484 .000 
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
km2 
Pearson 
Correlation 
-.054 1 -.209 .060 .257* .106 .204 
.328*
* 
.396** 
Sig. (2-tailed) .664  .087 .626 .034 .389 .096 .006 .001 
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
km3 
Pearson 
Correlation 
.174 -.209 1 .453** .026 .106 .145 -.010 .351** 
Sig. (2-tailed) .156 .087  .000 .836 .389 .238 .936 .003 
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
km4 
Pearson 
Correlation 
.293* .060 
.453*
* 
1 .124 .098 
.337*
* 
.127 .532** 
Sig. (2-tailed) .015 .626 .000  .314 .426 .005 .301 .000 
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
km5 
Pearson 
Correlation 
.272* .257* .026 .124 1 
.499*
* 
.197 .142 .630** 
Sig. (2-tailed) .025 .034 .836 .314  .000 .107 .248 .000 
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
km6 
Pearson 
Correlation 
.133 .106 .106 .098 
.499*
* 
1 .009 
.351*
* 
.612** 
Sig. (2-tailed) .278 .389 .389 .426 .000  .941 .003 .000 
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
km7 
Pearson 
Correlation 
.270* .204 .145 .337** .197 .009 1 
.334*
* 
.586** 
Sig. (2-tailed) .026 .096 .238 .005 .107 .941  .005 .000 
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
km8 
Pearson 
Correlation 
.086 
.328*
* 
-.010 .127 .142 
.351*
* 
.334*
* 
1 .598** 
Sig. (2-tailed) .484 .006 .936 .301 .248 .003 .005  .000 
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
Kiner
ja 
man
ajeri
al 
Pearson 
Correlation 
.480*
* 
.396*
* 
.351*
* 
.532** 
.630*
* 
.612*
* 
.586*
* 
.598*
* 
1 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .003 .000 .000 .000 .000 .000  
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 68 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 68 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.632 8 
 
 
 
Lampiran 5 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 68 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 1.29134062 
Most Extreme Differences 
Absolute .103 
Positive .053 
Negative -.103 
Kolmogorov-Smirnov Z .848 
Asymp. Sig. (2-tailed) .468 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
 
  
Uji Multikolinearitas 
 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
partisipasi anggaran .765 1.308 
Desentralisasi .816 1.226 
akuntabilitas publik .472 2.119 
pengawasan internal .539 1.857 
a. Dependent Variable: Kinerja manajerial 
 
Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 52.889 25.551  2.070 .043 
partisipasi anggaran -1.778 1.211 -3.477 -1.468 .147 
Desentralisasi -.187 .762 -.378 -.246 .807 
akuntabilitas publik -.415 1.483 -.665 -.280 .781 
pengawasan internal -2.693 1.233 -4.225 -1.977 .053 
x1*z .090 .057 5.420 1.581 .119 
x2*z .010 .035 .563 .297 .767 
x3*z .024 .070 1.374 .342 .733 
a. Dependent Variable: ABSRES 
 
 
Lampiran 6 
Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 
 
Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 224.082 7 32.012 17.191 .000b 
Residual 111.727 60 1.862   
Total 335.809 67    
a. Dependent Variable: Kinerja manajerial 
b. Predictors: (Constant), x3*z, desentralisasi, partisipasi anggaran, pengawasan internal, x2*z, 
akuntabilitas publik, x1*z 
 
Uji Determinasi (R2) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .817a .667 .628 1.365 
a. Predictors: (Constant), x3*z, desentralisasi, partisipasi anggaran, 
pengawasan internal, x2*z, akuntabilitas publik, x1*z 
b. Dependent Variable: Kinerja manajerial 
 
Uji Hipotesis  
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -4.409 42.739  -.103 .918 
partisipasi anggaran 6.312 2.026 4.633 3.116 .003 
Desentralisasi -.186 1.274 -.141 -.146 .884 
akuntabilitas publik -5.881 2.480 -3.540 -2.371 .021 
pengawasan internal 1.121 2.062 .660 .544 .589 
x1*z -.271 .096 -6.093 -2.831 .006 
x2*z .041 .058 .840 .706 .483 
x3*z .253 .116 5.479 2.175 .034 
a. Dependent Variable: Kinerja manajerial 
 
  
Lampiran 7 
Jadwal Penelitian 
 
 
No. 
Bulan Januari 2018 Februari 2018 Maret 2018 April 2018 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. 
Penyusunan 
Proposal 
X X X X X X X X X X X X     
2. Konsultasi       X       X   
3. Revisi Proposal                 
4. 
Pengumpulan 
Data 
                
5. Analisis Data                 
6. 
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                
7. 
Pendaftaran 
Munaqosah 
                
8. Munaqosah              X   
9. Revisi Skripsi               X X 
 
  
 No. 
Bulan Mei 2018 Juni 2018 Juli 2018 Agustus 2018 
Kegiatan 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. 
Penyusunan 
Proposal 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
2. Konsultasi            X     
3. Revisi Proposal                 
4. 
Pengumpulan 
Data 
                
5. Analisis Data                 
6. 
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                
7. 
Pendaftaran 
Munaqosah 
                
8. Munaqosah                 
9. Revisi Skripsi                 
 
 
No. 
Bulan Sebtember 
2018 
Oktober 2018 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. 
Penyusunan 
Proposal 
        
2. Konsultasi X X X X X X   
3. Revisi Proposal      X   
4. 
Pengumpulan 
Data 
     X X  
5. Analisis Data      X X  
6. 
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
     X X  
7. 
Pendaftaran 
Munaqosah 
       X 
8. Munaqosah      X   
9. Revisi Skripsi       X X 
  
Lampiran 8 
Surat Izin Penelitian 
 
 
  
Lampiran 9 
Daftar Riwayat Hidup 
 
A. DATA PRIBADI 
Nama Lengkap  : Ulfia Mukaromah 
Nama Panggilan  : Ulfi atau Fia 
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 08 Juni 1996 
Alamat   : Munggur, Rt.01/01, Wonosari, Gondangrejo, 
Karanganyar 
No. HP   : 082134696115 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Agama   : Islam 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Email   : ulfiamukaromah8@gmail.com 
Motto   : “Usaha tidak akan pernah menghianati hasil” 
B. PENDIDIKAN 
1. MIM Munggur, Lulus tahun 2002  
2. SMP N 03 Gondangrejo, Lulus tahun 2008 
3. MAN 1 Surakarta, Lulus tahun 2014 
4. IAIN Surakarta 
 
 
 
